STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
BENCANA BERBASIS KAJIAN RISIKO BENCANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KEPAHIANG

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

MAKARTI BHAKTI NAGARI

Disusun Oleh :
HENDRA, ST
NIP. 197708172008041001
NDH : 22

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXI PKN 2025

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025



LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT Il ANGKATAN XXI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

“STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS KAJIAN
RISIKO BENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KEPAHIANG”

Disusun Oleh:

NAMA : HENDRA, ST

NIP : 19770817 200804 1 001

NDH : 22

JABATAN : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH (BPBD) KABUPATEN KEPAHIANG

Disetujui oleh Mentor dan Coach untuk disampaikan pada Seminar Laporan Proyek
Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat [l Angkatan XXI di Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada
Hari Sabtu, 25 Oktober 2025.

Coach/Pembimbing Mentor,

Dr. BABAN SOBANDI, SE.,M.Si Dr. HARTONO, S.Pd,, S.H., M.Pd., MH
NIP. 19670501 199303 1 001 NIP. 19701229 199409 1 001



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT Il ANGKATAN XXI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

“STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS KAJIAN
RISIKO BENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KEPAHIANG”

Disusun Oleh:

NAMA : HENDRA, ST

NIP : 19770817 200804 1 001

NDH : 22

JABATAN : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH (BPBD) KABUPATEN KEPAHIANG

Telah diseminarkan dan disempurnakan berdasarkan masukan dari Penguiji, Coach, dan

penguatan dari Mentor pada Hari Sabtu, 25 Oktober 2025.

Palembang, 25 Oktober 2025
Mengesahkan telah diseminarkan

Coach/Pembimbing Penguiji,

Dr. BABAN SOBANDI, SE.,M.Si

NIP. 19670501 1993031 001 e

Mengetahui,

Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan



KATA PENGANTAR
Segala puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan

segala kemudahan dan ridhonya sehingga rancangan proyek perubahan yang
berjudul “Strategi Percepatan Penanggulangan Bencana Berbasis Kajian Risiko
Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kepahiang.” ini dapat
diselesaikan dengan tepat waktu.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak- pihak sehingga Laporan Proyek Perubahan ini dapat
tersusun antara lain:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Dr. HARTONO.,
S.Pd.,sh.,M.Pd.,MH selaku mentor yang telah memberikan bimbingan,
dukungan, arahan, masukan dan motivasi selama pelaksanaan kegiatan
Proyek Perubahan, serta persetujuan terhadap Proyek Perubahan yang
diajukan oleh penulis.

2. Bapak Dr. Baban Sobandi, SE.,M.Si selaku Coach yang telah memberikan
bimbingan, arahan dan masukan dalam penyusunan Proyek Perubahan
dengan cermat dan berkomitmen terhadap kualitas implementasi Proyek
Perubahan.

3. Rekan-rekan yang tergabung dalam tim efektif yang telah membantu dan
menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam penyelesaian Laporan Proyek
Perubahan ini.

4. Rekan-rekan BPBD Kab. Kepahiang dan Mitra kerja Lingkup BPBD yang telah
membantu dalam menyiapkan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian
Laporan Proyek Perubahan ini.

Akhirnya, Semoga proyek perubahan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan
kapasitas daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. Semoga Allah
SWT selalu senantiasa melindungi serta meridhoi setiap langkah kita semua, Aamiin
Ya Robbal Alaamin.

Kepahiang, = Oktober 2025

Penulis

Hendra, ST
Nip. 197708172008041001



DAFTAR ISI

Lembar PErSEIUJUAN ........vviiiiiiii ettt e e e e e e eees li
Lembar PENQESANEAN ........ccciiiiiii e e lii
Kata PENGANTA .. ... .ot e e e e e eee Iv
=11 =T £ SRR Vv
Daftar TADEI........oei e Vi
Daftar Gambar..........ooooiii Vii
Deskripsi Proyek Perubahan ... Viii
Bab | Pendanuluan...........cou 1
A, Latar Belakang .........coooiiiiiiii e 1
B. Profil Pelayanan OrganiSasi ...........ccouuvciiiiiiiiiiieieee e ccceiiinneeeee e 3
C. Identifikasi Permasalahan.............ccccooiiireiiiiiiiee e 5
D. Strategi Penyelesaian Masalah.............ccccccveeeiiiiiiccieeeeee e, 7
E. Tujuan Dan Manfaal.............cccceiiiiiiiiiee e 12
F.  Output Dan OUICOME..........cceuuiiiiiiiiiiiiiiiiiisssn e e e e e e e e e e e e s e e e e e e eeeeseeasennnnn 14
BAB Il Pelaksanaan Tahapan Proyek Perubahan..................cccccceiiiiiiiiiiinnn, 15
A. Deskripsi Pelaksanaan ... 15
B. Capaian Manfaat Jangka PendekK............cccccceeviiiiiee i 36
Bab Il Implementasi Strategi Marketing, Public Private Partnership Dan
Organisasi PEMDEIAJAr ...........oiiiiiiiie e 38
A. Implementasi Strategi Marketing ...........ccceeeeeiiiiiiieee e 40
B. Implementasi Public Private Partnership ..........cccccceeevicieeeeesciieeeeees 41
C. Pengembangan Organisasi Pembelajar............cccccooiiiiiiiiiiiiiiiiencenee, 46
Bab VI Keberlanjutan Proyek Perubahan.............cccccoooooiiiiiiii 46
A. JangKa MenNENQah ...........oiiii i a7
B. Jangka Panjang ..........ccoiiiiiiiiiiiiii e a7
BabV Pemanfaatan Mata Pelatihan Pilihan Dalam Implementasi Proyek
Perubanan ..........oooiii s 48
Bab VI Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Adopsi Proyek
Perubanan ..o 49
Bab VIl Implementasi Pengembangan Potensi Difi................cceeiiiiieieiiiiiiiiiiiinnnnns 51
Babh VI PeNULUP ... .o e e e e e e e e e e e eenean 53
A, KESIMPUIAN .. 53
B. REKOMENUASI.....cceeiiiiiiiiiiiie s 53
C. LeSSON LEAINT ... cciei ettt e eee 55
Daftar PUSTAKA...........oiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e 57
=10 0] o] = o TP U UPPPPPPPPRPN 58



Tabel 1.
Tabel 2.
Tabel 3.
Tabel 4.
Tabel 5.
Tabel 6.
Tabel 7.

DAFTAR TABEL

ANAIISIS SWOT ... 10
Milestone/Tahapan Kegiatan ............cccccovveeiiiiiiiiicereicie e 15
Tabel Stakeholder...........v i 43
Tabel Stakeholder Internal............ccoooevieiiiii e 43
Tabel Stakeholder Eksternal ... 44
Hasil Komunikasi Stakeholder ............ccooooviiiiiii e, 44
Strategi Pengembangan Kompetensi SDM dalam

Rangka AdOPSI INOVASI........cciiiiiiiiiie et eeeaaen 50

Vi



Gambar 1.
Gambar 2.
Gambar 3.
Gambar 4.
Gambar 5.

Gambar 6.
Gambar 7.
Gambar 8.
Gambar 9.

Gambar 10.
Gambar 11.
Gambar 12.
Gambar 13.
Gambar 14.
Gambar 15.
Gambar 16.
Gambar 17.
Gambar 18.
Gambar 19.
Gambar 20.
Gambar 21.
Gambar 22.
Gambar 23.

DAFTAR GAMBAR

Matriks Kajian Risiko Multi Bencana .............c.cccceeieviiiiiiiiiinieeiie e 1
YU O o F= T 7= L 4
Rapat Tim Pengumpulan Data............cccoeeeviiiiiiiiii e 17
ADSEN RAPAL ......coi i 18
SK Tim Pengumpulan Data Penyusunan Dokumen

Penyusunan Dokumen KRB............ccuuiiiiiiiiiiiiis s e e 18
Metodologi Kerja .......cuuuuiiiiieiiie e 19
Peta TeMALIK......coiieeiiiiiiee s 20
Data Kebencanaan ............oooouuiiiiiiiiiii e 20
Kebutuhan Data Penyusunan Dokumen KRB ..............cccoviiiieennnnn, 21
Peta BANAYA ... o oiieeiiii e 22
Aplikasi Survey dan SoSialiSasi...........ceeeeeiiiiiiiieeiiiiiie e 23
Survei Lapangan dan Sosialisasi awal ke masyarakat ..................... 24
Pemetaan Wilayah Rawan Bencana..............ccccccveeeeeeeveiiiieeeecceinnnnn. 25
Daftar Nama Koordinator Relawan Tangguh Bencana..................... 26
Rapat KONSINYEING ......oieiiiiiii e 27
Pemetaan Permasalahan.............ccoooiiiiiiiiiiiiiiic e 29
Drafting 1 Dokumen KRB..........cooiiiiiiiiiee e 30
Dokumentasi Asistensi BNPB dan BAP Hasil Asistensi ................... 31
Dokumentasi Rapat Diskusi Publik.................coiiiiiiiiiii, 32
Dokumentasi Pelatihan dan Simulasi.............cccccccveiiiiiiiiiiiieeen. 33
Dokumen Kajian Risiko Bencana...........cccccoeeeeviiiiiiicccciiiee e 34
SK Pengesahan Dokumen KRB............oooiiiiiiiiiiiiii e 35
SK Relawan Tangguh BENCana ............ccoeveevviiiiiiieeceiiic e 36

Vii



DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan instansi
pemerintah di daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Salah
satu fungsi penting BPBD adalah melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam upaya

mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana.

Sejauh ini, upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kepahiang
dirasakan belum berjalan secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum
terintegrasinya penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dengan
perencanaan pembangunan daerah,kurangnya pemanfaatan data risiko bencana
dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam
kegiatan mitigasi bencana. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah dalam
pengelolaan risiko bencana belum berjalan efektif karena belum adanya mekanisme
terpadu serta sistem informasi yang mendukung keterpaduan data dan informasi

kebencanaan.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, dirumuskan terobosan inovasi
proyek perubahan dengan judul “Strategi Percepatan Penanggulangan Bencana
Berbasis Kajian Risiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten
Kepahiang.” Proyek perubahan ini bertujuan untuk mempercepat penyusunan dan
pemanfaatan dokumen KRB sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang
berketahanan terhadap bencana, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat

dalam pengurangan risiko bencana melalui pendekatan partisipatif.

Output dari proyek perubahan ini meliputi: (i) Dokumen Kajian Risiko Bencana
Kabupaten Kepahiang yang sudah disahkan, (ii) SK Pengesahan Dokumen Kajian
Risiko Bencana Kabupaten Kepahiang, (iii) SK Tim Pengumpulan Data Penyusunan
Kajian Risiko Bencana, (iv) SK Tim Relawan Bencana serta (v) Terlaksananya

Pelatihan dan Simulasi Kebencanaan.
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PROYEK PERUBAHAN

Latar Belakang

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu wilayah di Provinsi
Bengkulu yang memiliki karakteristik geografis berupa perbukitan, lereng curam,
dan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini menjadikan wilayah
Kepahiang rawan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi maupun geologi
seperti banjir, longsor, angin kencang, dan gempa bumi. Sepanjang tahun 2024,
BPBD Kabupaten Kepahiang mencatat 52 kejadian bencana yang terdiri dari
longsor, banjir, pohon tumbang, dan gempa bumi. Walaupun tidak menimbulkan
korban jiwa, peristiwa ini tetap menimbulkan kerugian material dan gangguan
sosial ekonomi masyarakat (Radar Kepahiang, 2024). Secara indeks risiko,
Kepahiang memiliki nilai Indeks Risiko Bencana (IRBI) 89,52 yang berada pada
kategori risiko sedang (BNPB, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
belum masuk dalam kategori risiko tinggi, kerentanan masyarakat tetap cukup
besar sehingga memerlukan intervensi strategis. Beberapa kecamatan seperti
Bermani llir, Ujan Mas, dan Seberang Musi bahkan termasuk zona rawan
bencana tetapi belum memiliki Desa Tangguh Bencana (Destana) ataupun
relawan tangguh yang dapat menjadi ujung tombak kesiapsiagaan di tingkat
komunitas.
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Selain itu, edukasi kebencanaan masyarakat masih terbatas, sehingga
kesadaran dan keterampilan mitigasi masih rendah. Selain itu, keterlibatan

masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana masih terbatas.


https://radarkepahiang.bacakoran.co/read/12213/52-kali-bencana-alam-di-kepahiang-alhamdulillah-tidak-ada-korban-jiwa?utm_source=chatgpt.com

Masyarakat cenderung bersifat pasif dan bergant2gaung pada pemerintah saat
bencana terjadi. Padahal, masyarakat adalah aktor utama dalam upaya
pengurangan risiko bencana di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemberdayaan
masyarakat menjadi komponen penting dalam membangun ketangguhan
daerah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah, namun
penanggulangan bencana masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya
didasarkan pada Kajian Risiko Bencana (KRB) yang komprehensif dan mutakhir.
Kajian Risiko Bencana seharusnya menjadi landasan utama dalam penyusunan
kebijakan, perencanaan pembangunan, dan strategi pengurangan risiko
bencana. Namun, proses penyusunan KRB di Kabupaten Kepahiang berjalan
lambat akibat keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor yang
belum optimal, serta rendahnya pemanfaatan data spasial dan teknologi
informasi. Aparatur pemerintah daerah juga belum sepenuhnya terlatih secara
komprehensif, terutama dalam pemanfaatan data spasial (GIS) sebagai basis
pengambilan keputusan dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB).
Padahal, menurut teori Manajemen Risiko Bencana (Disaster Risk
Management), penanggulangan bencana yang efektif harus dilakukan melalui
empat tahapan utama, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan
pemulihan (Carter, 2008). Tahapan tersebut membutuhkan dukungan data,

sumber daya manusia yang kompeten, serta keterlibatan aktif masyarakat.

Dengan memperhatikan kondisi empiris Kabupaten Kepahiang dapat

disimpulkan bahwa permasalahan utama saat ini adalah:

1. Tingginya frekuensi kejadian bencana,

2. Tingkat risiko sedang dengan potensi eskalasi,

3. Belum adanya Destana/relawan di daerah rawan,

4. Rendahnya literasi dan edukasi kebencanaan masyarakat,

5. Belum optimalnya kapasitas aparatur dan pemanfaatan data spasial.

Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan penanggulangan bencana
yang berbasis risiko (risk-based approach) dan pemberdayaan masyarakat.
Strategi ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan bahwa penanggulangan

bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan



menyeluruh. Melalui proyek perubahan ini, penulis berupaya mengembangkan
Strategi Percepatan Penanggulangan Bencana Berbasis Kajian Risiko Bencana
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kepahiang. Strategi ini
diharapkan dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dengan sinergi antara pemerintah

daerah, lembaga teknis, dunia akademik, dan masyarakat.

Profil Pelayanan Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepahiang
dibentuk pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepahiang Nomor 09 Tahun 2010, BPBD Kepahiang terletak di Jalan Kolonel
Santoso No. 325 Lintas Kepahiang — Curup, Provinsi Bengkulu. BPBD
Kabupaten Kepahiang memiliki Tugas dan Fungsi Pokok dalam menjalankan
kegiatannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2017 tentang
penjabaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Kepahiang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, BPBD pada pasal 4, mempunyai tugas:

1. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha
Penanggulangan bencana yang mencakup Pecegahan bencana,
Penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonsruksi secara adil dan
setara sesuai Kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.

2. Menetapkan standarisasi serta Kebutuhan Penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.

3. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;

4. Menyusun dan menetapkan prosodur tetap penanganan bencana;

5. Melaporkan peyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala
Daerah setiap bulan sekali dalam Kondisi normal dan setiap setiap
saat dalam Kondisi darurat bencana;

6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

7. Mempertanggungjawabkan Penggunaan anggaran yang diterima dari
APBD, APBN dan dana syah lainnya;



8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang
undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
BPBD menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara

terencana terpadu dan menyeluruh

Gambar 2. Struktur Organisasi
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Salah satu tugas penting BPBD Kabupaten Kepahiang sebagaimana
tercantum dalam Pasal 4 adalah menyusun, menetapkan, dan
menginventarisasikan peta rawan bencana. Berdasarkan tugas ini maka
mendasari Proyek Perubahan yang Dberfokus pada percepatan
penanggulangan bencana berbasis Kajian Risiko Bencana (KRB). Melalui

pemetaan risiko yang akurat, BPBD dapat mengetahui tingkat kerentanan dan
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ancaman di setiap wilayah serta menetapkan prioritas intervensi
penanggulangan bencana. Dengan demikian, peta rawan bencana menjadi
dasar utama dalam menyusun strategi mitigasi, kesiapsiagaan, hingga tanggap
darurat, sehingga penanggulangan bencana di Kabupaten Kepahiang lebih
terarah, cepat, dan berbasis data.

Selain itu, tugas menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap)
penanganan bencana juga dasar dalam pelaksanaan Proyek Perubahan. Protap
berfungsi sebagai pedoman operasional yang memastikan seluruh tahapan
penanganan bencana berjalan sesuai standar, mulai dari pencegahan, tanggap
darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui penguatan Protap berbasis
hasil KRB, BPBD dapat menjamin koordinasi antar-OPD, aparat keamanan, dan
masyarakat berlangsung lebih efektif, menghindari tumpang tindih peran, serta
mempercepat respon darurat. Dengan demikian, penyusunan protap menjadi
instrumen penting dalam mendukung keberhasilan Proyek Perubahan di BPBD

Kabupaten Kepahiang.

Identifikasi Permasalahan
1. Mengidentifikasi dan analisis isu strategis
Pemerintah Kabupaten Kepahiang menghadapi berbagai isu strategis
dalam upaya penanggulangan bencana yang menuntut perhatian serius dan
penanganan terpadu. Secara geografis, wilayah Kepahiang memiliki kondisi
topografi yang didominasi oleh perbukitan dan lereng curam, sehingga
berpotensi tinggi terhadap bencana longsor, banjir bandang, dan gempa
bumi. Isu strategis utama yang dihadapi pemerintah daerah meliputi
keterbatasan data dan dokumen kaijian risiko bencana yang komprehensif,
rendahnya kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat, dan keterbatasan
sumber daya manusia serta anggaran dalam pengelolaan kebencanaan.
Selain itu, sinergi antar-perangkat daerah dan koordinasi lintas sektor masih
perlu diperkuat untuk memastikan implementasi kebijakan penanggulangan
bencana yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah
Kabupaten Kepahiang perlu menempatkan penguatan kapasitas
kelembagaan, penyusunan dokumen kebencanaan yang akurat, serta
peningkatan partisipasi masyarakat sebagai isu strategis utama dalam

pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana.



2.

Apabila permasalahan penanggulangan bencana di Kabupaten
Kepahiang tidak segera diselesaikan, maka akan timbul berbagai dampak
serius pada beberapa aspek kehidupan. Dari aspek keselamatan jiwa
masyarakat, keterlambatan penyusunan kebijakan berbasis Kajian Risiko
Bencana (KRB) akan meningkatkan kerentanan warga terhadap ancaman
bencana, sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa yang lebih besar
saat terjadi bencana. Dari aspek sosial, masyarakat akan kehilangan rasa
aman, menurunnya Kkepercayaan publik terhadap pemerintah, serta
meningkatnya keresahan sosial akibat tidak adanya kepastian mekanisme
penanganan darurat yang terpadu.

Sementara itu, dari aspek ekonomi, kerugian materiil akan semakin
tinggi karena aset masyarakat dan infrastruktur publik tidak terlindungi
dengan baik. Hal ini dapat menurunkan produktivitas daerah, menghambat
investasi, serta membebani anggaran pemerintah akibat tingginya biaya
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dari aspek pemerintahan,
kurangnya sistem penanggulangan bencana yang jelas akan menimbulkan
tumpang tindih kewenangan antar-OPD, rendahnya koordinasi, serta
lambannya respon ketika bencana terjadi. Selain itu, dari aspek lingkungan,
kerusakan alam akibat bencana akan semakin parah apabila tidak ada
upaya mitigasi dan adaptasi yang tepat, misalnya meningkatnya longsor,
banjir, dan kerusakan hutan yang akan berdampak jangka panjang bagi
ekosistem. Terakhir, dari aspek kelembagaan, BPBD dan instansi terkait
akan dinilai kurang mampu melaksanakan tugas dan fungsi strategisnya,
sehingga melemahkan kredibilitas serta efektivitas lembaga dalam

membangun ketangguhan daerah terhadap bencana.

Akar penyebab masalah

Berdasarkan hasil analisis situasi dan pengamatan terhadap kondisi
eksisting di BPBD Kabupaten Kepahiang, dapat diidentifikasi beberapa
permasalahan strategis yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah. Pertama, kapasitas aparatur BPBD
dalam menghadapi bencana masih terbatas, baik dari aspek kompetensi
teknis, pemahaman terhadap sistem manajemen bencana, maupun

keterampilan dalam pemanfaatan data dan teknologi kebencanaan. Kondisi

6



ini berdampak pada belum optimalnya peran BPBD sebagai koordinator
lintas sektor dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari
mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan
rekonstruksi.

Kedua, penanggulangan bencana di Kabupaten Kepahiang belum
sepenuhnya berbasis pada kajian risiko bencana dan belum
mengedepankan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan
penanganan bencana masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi dengan
hasil analisis risiko yang seharusnya menjadi dasar dalam perencanaan
pembangunan daerah. Akibatnya, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan tidak
terlaksana secara sistematis, serta partisipasi masyarakat dalam
pengurangan risiko bencana masih rendah.

Ketiga, tingkat kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap
ancaman bencana masih rendah. Masyarakat di wilayah rawan bencana
belum memiliki pemahaman yang memadai tentang langkah-langkah
penyelamatan diri, sistem peringatan dini, maupun mekanisme evakuasi
mandiri. Rendahnya kapasitas ini disebabkan oleh keterbatasan edukasi
kebencanaan, minimnya simulasi bencana di tingkat lokal, dan belum
terbangunnya budaya sadar bencana di lingkungan masyarakat.

Adapun penyebab hal diatas adalah sebagai berikut :

Kurangnya kapasitas aparatur dalam menghadapi bencana

Penanggulangan bencana yang tidak berbasis risiko dan belum

optimalnya pemberdayaan masyarakat
c. Kurangnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam

menghadapi bencana

Strategi Penyelesaian Masalah

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis yang
dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam bidang penanggulangan
bencana, khususnya terkait belum tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana
(KRB) yang komprehensif, diperlukan strategi penyelesaian masalah yang
terencana, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Melalui proyek perubahan “Strategi

Percepatan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana di Kabupaten



Kepahiang,” Pemerintah Daerah, melalui BPBD Kabupaten Kepahiang,
berupaya mewujudkan tata kelola kebencanaan yang lebih adaptif dan berbasis
pada data risiko yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan
pembangunan daerah. Strategi utama yang diterapkan dalam proyek perubahan
ini adalah penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan Tim
Percepatan Penyusunan KRB yang melibatkan unsur pemerintah daerah,
instansi vertikal, perguruan tinggi, dan masyarakat. Tim ini berperan dalam
menghimpun data, menganalisis risiko, serta menyusun dokumen KRB secara
partisipatif dan terintegrasi. Dengan adanya mekanisme koordinasi yang kuat,
diharapkan penyusunan dokumen KRB dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan
akuntabel.

Selanjutnya, strategi penting lainnya adalah peningkatan kapasitas
sumber daya manusia di lingkungan BPBD dan perangkat daerah terkait melalui
kegiatan pelatihan teknis, bimbingan teknis, serta transfer pengetahuan dari
narasumber ahli kebencanaan. Upaya ini bertujuan agar aparatur daerah
memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami metodologi kajian risiko,
penggunaan perangkat pemetaan berbasis SIG, serta pengelolaan data
kebencanaan secara berkelanjutan.

Selain itu, proyek perubahan ini juga mengedepankan pemanfaatan
teknologi informasi dalam proses penyusunan KRB. Pengembangan sistem
basis data kebencanaan daerah berbasis digital menjadi salah satu strategi
inovatif untuk mempermudah akses data, mempercepat proses analisis risiko,
serta mendukung penyajian informasi yang akurat dan interaktif bagi para
pengambil kebijakan.

Strategi berikutnya adalah penguatan komitmen dan dukungan kebijakan
daerah melalui penerbitan regulasi internal, surat keputusan tim, serta integrasi
hasil kajian risiko ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD,
RPJMD, dan RTRW. Hal ini penting agar keberadaan dokumen KRB tidak hanya
menjadi produk administratif, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan kebijakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko
bencana.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, proyek perubahan ini
diharapkan mampu  menyelesaikan  permasalahan utama  dalam

penanggulangan bencana di Kabupaten Kepahiang, yaitu keterlambatan dan
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keterbatasan data risiko bencana. Lebih jauh lagi, proyek ini diharapkan dapat
menjadi model inovasi daerah dalam memperkuat ketangguhan pemerintah dan

masyarakat terhadap ancaman bencana secara berkelanjutan.

1. Kondisi ldeal Yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan dari penyusunan dokumen Kajian Risiko
Bencana (KRB) Kabupaten Kepahiang adalah terwujudnya dokumen resmi yang
akurat, berbasis data, serta dapat digunakan sebagai landasan penting dalam
perencanaan lintas sektor. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi rujukan
utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi maupun
penanganan bencana secara terpadu. Selain itu, peningkatan kapasitas dan
partisipasi masyarakat serta relawan juga menjadi bagian yang penting. Melalui
pelatihan dan pemberdayaan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi
objek, tetapi juga subjek dalam upaya mitigasi serta respon bencana, sehingga
memiliki kemandirian dan kesiapan yang lebih baik.

Lebih jauh, ketersediaan peta risiko bencana berbasis geospasial dan
sistem informasi digital akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan
yang cepat, tepat, dan berbasis bukti. Hal ini juga harus ditopang oleh
mekanisme koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar-OPD, lembaga, dan
komunitas, sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara

menyeluruh, terpadu, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Integrasi kajian risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah
seperti RPJMD, RKPD, dan RTRW juga menjadi harapan penting agar aspek
kebencanaan benar-benar diperhatikan dalam pembangunan daerah. Dengan
demikian, upaya pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
Terakhir, diharapkan pula terwujudnya desa/kelurahan tangguh bencana yang
mampu menjadi ujung tombak kemandirian, kesiapsiagaan, serta respon
berbasis komunitas. Dengan adanya desa tangguh bencana, ketahanan daerah

terhadap ancaman bencana dapat semakin kuat dari tingkat akar rumput.



Tabel 1. Analisis SWOT

Faktor Internal / | Opportunities Threats (Ancaman)
Eksternal (Peluang)

Strengths (Kekuatan): | Strategi SO: Strategi ST:

1. Adanya komitmen | - Memanfaatkan - Menggerakkan

dari pemerintah
daerah dalam urusan
kebencanaan.

2. Tersedianya struktur
organisasi BPBD
yang cukup lengkap.

3. Dukungan regulasi

nasional terkait
kebijakan
penanggulangan
bencana.

4. Partisipasi

masyarakat tinggi.

komitmen pemerintah
dan struktur BPBD
untuk mempercepat
penyusunan KRB
dengan dukungan
pemerintah pusat.

- Mengintegrasikan

partisipasi

masyarakat dengan
teknologi (GIS,
remote sensing)

dalam analisis risiko.

- Mengoptimalkan
regulasi nasional
sebagai landasan
hukum  penyusunan
KRB.

- Membangun
kolaborasi pentahelix
(pemerintah,
akademisi, swasta,

partisipasi masyarakat
dalam mitigasi bencana
akibat perubahan iklim.
- Menggunakan regulasi

nasional untuk
mengurangi risiko
kerugian
pembangunan.

- Memanfaatkan

kapasitas BPBD dalam
validasi data lokal untuk
mengurangi
ketergantungan pada
data nasional.

- Melibatkan masyarakat
dalam konservasi
lingkungan guna
menekan degradasi.

media, dan
masyarakat).
Weaknesses Strategi WO: Strategi WT:
(Kelemahan):
- Mengatasi - Menyusun KRB segera

1. Belum tersedianya
dokumen Kajian
Risiko Bencana
(KRB) di Kabupaten.

2. Keterbatasan sumber
daya manusia dan
kompetensi teknis
dalam analisis risiko.

3. Kurangnya data
spasial dan historis
bencana yang

terintegrasi.

4. Belum optimalnya
koordinasi lintas
sektor dalam

keterbatasan SDM
dengan pelatihan dari
pemerintah pusat dan
dukungan perguruan
tinggi.

- Memanfaatkan
teknologi GIS, drone
mapping, dan data
satelit untuk mengisi
kekurangan data.

- Membentuk forum
koordinasi lintas
sektor dalam
penyusunan KRB.

- Edukasi kebencanaan
berbasis komunitas

agar pembangunan
daerah berbasis risiko.
- Membangun bank data

bencana daerah
terintegrasi untuk
mengurangi

ketergantungan pada
data nasional.

- Melaksanakan simulasi
terpadu antar OPD
guna mengatasi
keterbatasan  sumber
daya.

- Mengembangkan
sistem informasi
kebencanaan daerah
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perencanaan untuk meningkatkan yang mudah diakses
berbasis risiko. pemahaman risiko oleh masyarakat.
Kurangnya masyarakat.

pemahaman

masyarakat terhadap

risiko bencana.

Strategi Pengembangan SWOT KRB Kabupaten Kepahiang
1. Strategi SO (Strength — Opportunities)

Memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil peluang eksternal.

Mengoptimalkan komitmen pemerintah daerah dan struktur BPBD yang
lengkap untuk mempercepat penyusunan KRB dengan dukungan
pendanaan dan pedoman teknis dari pemerintah pusat.

Memadukan partisipasi masyarakat dengan dukungan teknologi (GIS,
remote sensing) guna menciptakan peta risiko yang lebih akurat dan
mudah dipahami.

Memanfaatkan regulasi nasional dan kerangka kebijakan yang sudah ada
sebagai dasar legal penyusunan KRB, sekaligus mendorong perencanaan
pembangunan berbasis risiko di tingkat daerah.

Menggandeng akademisi, LSM, dan sektor swasta dalam skema
pentahelix untuk memperkuat kapasitas teknis dan memperluas jejaring

kolaborasi.

2. Strategi ST (Strength — Threats)

Menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal.

Memanfaatkan komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk
meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana akibat
perubahan iklim.

Menggunakan dukungan regulasi nasional untuk memastikan
pembangunan daerah selalu memperhitungkan risiko bencana, sehingga
mengurangi potensi kerugian besar.

Mengoptimalkan kapasitas BPBD yang sudah ada untuk mengurangi
ketergantungan pada data nasional dengan melakukan validasi lokal.
Menggerakkan masyarakat dalam program mitigasi lingkungan (rehabilitasi
hutan, konservasi DAS) guna menekan degradasi lingkungan sebagai
penyebab meningkatnya bencana.
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3. Strategi WO (Weakness — Opportunities)

Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

- Mengatasi keterbatasan SDM dan kompetensi teknis dengan pelatihan dari
pemerintah pusat, perguruan tinggi, maupun lembaga donor.

- Mengatasi kekurangan data spasial dan historis dengan memanfaatkan
teknologi GIS, drone mapping, serta data satelit yang tersedia secara
terbuka.

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui forum terpadu yang
melibatkan OPD, masyarakat, dan pihak swasta.

- Membangun program edukasi dan literasi kebencanaan berbasis
komunitas untuk menekan kelemahan berupa rendahnya pemahaman

masyarakat terhadap risiko.

4. Strategi WT (Weakness — Threats)

Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

- Menyusun KRB sesegera mungkin agar ada acuan dalam pembangunan,
sehingga mengurangi risiko perencanaan tanpa dasar risiko.

- Mengatasi keterbatasan data dengan membangun bank data bencana
daerah yang terintegrasi, untuk meminimalkan ketergantungan pada data
nasional.

- Meningkatkan koordinasi dan simulasi terpadu agar penanggulangan
bencana lebih cepat, meskipun sumber daya masih terbatas.

- Mengembangkan sistem informasi kebencanaan daerah yang mudah
diakses masyarakat untuk mengurangi ketidaktahuan dan meningkatkan

kewaspadaan terhadap potensi bencana.

E. Tujuan dan Manfaat
Secara lebih spesifik, tujuan dari penyusunan Laporan Proyek Perubahan
yang berjudul “Strategi Percepatan Penanggulangan Bencana Berbasis Kajian
Risiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kepahiang”
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan efektivitas dan kecepatan penanggulangan bencana melalui
penerapan strategi yang berlandaskan pada hasil kajian risiko bencana yang
komprehensif.
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N

. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi
potensi bencana melalui kegiatan pemberdayaan, pelatihan, dan simulasi

kesiapsiagaan.

w

. Mewujudkan sinergi antar pemangku kepentingan (pemerintah daerah,
BPBD, TNI/POLRI, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat) dalam
sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan berkelanjutan.

4. Menyediakan acuan kebijakan dan program bagi pemerintah daerah dalam

merumuskan prioritas pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana.

ol

. Meningkatkan kualitas tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten
Kepahiang melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data risiko yang
terintegrasi.

Manfaat proyek perubahan diantaranya antara lain sebagai berikut:

Manfaat Ekonomi :

[ERN

. Mengurangi potensi kerugian ekonomi daerah akibat dampak bencana

melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih baik.

N

. Menekan biaya penanganan darurat dan rehabilitasi dengan memperkuat

upaya pencegahan dan mitigasi berbasis risiko.

w

. Meningkatkan produktivitas masyarakat karena aktivitas sosial-ekonomi

menjadi lebih stabil dan aman dari gangguan bencana.

4. Mendorong investasi dan pembangunan berkelanjutan dengan adanya
kepastian dan keamanan terhadap risiko bencana di wilayah Kabupaten
Kepahiang.

Manfaat Ekonomi :

1. Bagi masyarakat:

o Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang risiko
bencana di lingkungan tempat tinggalnya.

o Bertambahnya kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan
cepat dan tepat saat terjadi bencana.

o Terbentuknya komunitas tangguh bencana yang berperan aktif dalam
menjaga keselamatan dan keberlanjutan ekonomi lokal.

2. Bagi Pemerintah Daerah:

o Tersedianya basis data risiko bencana yang akurat untuk mendukung

perumusan kebijakan dan program pembangunan.
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o Terwujudnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam
penanggulangan bencana.

o Peningkatan citra dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah
dalam melindungi masyarakat.

3. Bagi Dunia Usaha dan Lembaga Sosial:

o Meningkatnya keamanan dan keberlanjutan kegiatan usaha di wilayah
rawan bencana.

o Terbukanya peluang kemitraan dalam program tanggung jawab sosial

(CSR) untuk penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Output dan Outcome

Output dari Proyek Perubahan Strategi Percepatan Penanggulangan Bencana

Berbasis Kajian Risiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat adalah :

1. Ditandatanganinya SK Tim Pengumpulan Data Penyusunan Dokumen KRB

2. Ditandatanganinya SK Tim Relawan Bencana

3. Tersusunnya Dokumen KRB

4. Terlaksananya Pelatihan dan Simulasi Kebencanaan

Outcome dari Proyek Perubahan Strategi Percepatan Penanggulangan

Bencana Berbasis Kajian Risiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat

adalah :

1. Adanya dasar hukum bagi tim pengumpulan data penyusunan dokumen KRB
dalam pelaksanaan Proyek Perubahan

2. Adanya dasar hukum bagi pelaksanaan tim relawan bencana

3. Adanya acuan resmi bagi penyusunan dokumen turunan seperti RPBD, RPB,
dan rencana kontinjensi.

4. Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan aparatur serta masyarakat dalam

menghadapi bencana

14



BAB I
PELAKSANAAN TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

2.1 Deskripsi Pelaksanaan Tahapan

Tabel 2. Milestone/ Tahap Kegiatan

Waktu Kegiatan Utama Output
Persiapan Awal : .
. 1. Pembentukan tim kerja dan 1. Doku.menta3| Rapat
Minggu 1 : 2. SK Tim
penyusunan rencana kerja 3 Jadwal Keri
terperinci - Jadwatrera
Persiapan Teknis : 1. Dokumen metodologi
1. Internalisasi rencana dan | 2. Peta tematik awal,
metodologi kerja; 3. Data Faktual
2. Penyediaan peta-peta tematik Kebencanaan
yang mendukung keakuratan data Daerah
hasil kajian risiko bencana; Kabupaten
3. Penyediaan data faktual Kepahiang
kebencanaan daerah; 4. Daftar kebutuhan
4. Penyusunan daftar kebutuhan data data,
untuk penyusunan peta risiko | 5. Draft peta bahaya
Minggu 2 bencana (data bahaya dan dasar
kerentanan) 6. Aplikasi Survey
5. Penyusunan peta bahaya dasar kebencanaan
sebagai acuan dalam melakukan
survey dan pengambilan data
6. Menyusun metodologi survey dan
pengambilan data di lapangan
yang melibatkan masyarakat
7. Rencana aksi pemberdayaan
masyarakat berbasis risiko
Bencana
1. Dokumentasi survey
lapangan,
2. Dokumentasi
1. Pembekalan Tim Survei Sosialisasi
2. Survei lapangan dan pemetaan awal kepada
Minggu 3 wilayah rawan bencana masyarakat
3. Pendataan Relawan Tangguh| 3. Data Pemetaan
Bencana Wilayah
Rawan Bencana
4. Pendataan Koordinator
Bencana
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—

. Dokumentasi Rapat
2. Daftar
revisi/penyesuaian

Minggu 4 | Rapat Konsinyering Tim Substansi substansi,

3. Pemetaan
permasalahan teknis
dan Solusi

Minggu 5 | Drafting 1 Kajian Risiko Bencana

Draft 1 Dokumen KRB,

1. Dokumentasi

1. Asistensi Kepada BNPB ASIStensiE S Bersama

Minggu 6 ) .. = BNPB,
2. Drafting 2 Kajian Risiko Bencana 2 Catatan hasil
asistensi
1. Dokumentasi Diskusi
Rapat
1. Pelaksanaan Diskusi Publik 2. Daftar masukan
. o . ) stakeholders,
Minggu 7 | 2. Sosialisasi dan pelatihan relawan .
3. Dokumentasi

tangguh bencana kegiatan Laporan

Kegiatan sosialisasi
dan pelatihan

—

. Dokumen KRB
. Finalisasi dokumen KRB Minggu 8 |[2. SK Pengesahan

—_—

Minggu 8 | 2. Penetapan SK Bupati relawan Dokumen KR,

tangguh bencana 3. SK Bupati Relawan
Bencana

. Persiapan Awal

1. Minggu ke-1 (Pembentukan Tim Kerja)

Langkah awal dalam pelaksanaan proyek perubahan “Strategi
Percepatan Penanggulangan Bencana Berbasis Kajian Risiko Bencana dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kepahiang” adalah melakukan
pembentukan tim kerja yang solid dan representatif, melibatkan unsur
BPBD Kabupaten Kepahiang serta instansi terkait sesuai peran dan
kompetensinya. Tim ini akan menjadi motor penggerak dalam setiap
tahapan kegiatan.

Selanjutnya, tim bersama-sama melakukan penyusunan rencana
kerja terperinci yang memuat tujuan, sasaran, tahapan, jadwal
pelaksanaan, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing
anggota. Dengan adanya rencana kerja yang jelas dan terukur, diharapkan
implementasi proyek perubahan dapat berjalan efektif, terarah, serta
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selaras dengan tujuan utama, yaitu meningkatkan ketangguhan daerah
dalam penanggulangan bencana melalui kajian risiko dan pemberdayaan

masyarakat.

Gambar 3. Pembentukan tim kerja
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an Rislko Boncana (KEN) Tahun 20
dan Tim Te » AN
tukan Tim Kers Penyusunan Dokumen Kajlan Sisiko
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BPRD Kabupaten Kepahlang
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DPOD Kabup e indang OPD terkalt dan Tim

DPDO Kabupaten Kepahlang

M) - e adm— o) ——

MAMIS, 20 ACUSTUS 2025
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Gambar 4. Absen Rapat

Absen Rapat Pembentukan Tim Kerja Penyusunan KRB
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Gambar 5. Pembentukan tim kerja
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2. Minggu Ke-2 (Persiapan Teknis)
a) Internalisasi rencana dan metodologi kerja;

Pada proyek “Strategi Percepatan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko
Bencana di Kabupaten Kepahiang” internalisasi dilakukan untuk memastikan
bahwa seluruh unsur terkait, terutama BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas
Lingkungan Hidup, dan instansi lainnya, memiliki kesamaan pemahaman
terhadap rencana kerja percepatan penyusunan KRB serta metodologi
penyusunan KRB yang berbasis pada analisis risiko, data spasial, dan
pendekatan partisipatif.

Gambar 6. metodologi kerja
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b) Penyediaan peta-peta tematik yang mendukung keakuratan data hasil
kajian risiko bencana;
Upaya untuk menyiapkan dan menggunakan berbagai jenis peta tematik
(peta dengan tema atau informasi spesifik) yang menjadi dasar analisis dalam
penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) agar hasil kajian lebih akurat,

ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan.
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Gambar 7. Peta Tematik Kepahiang
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c) Penyediaan data faktual kebencanaan daerah;

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan inventarisasi data kejadian
bencana yang bersumber dari BPBD Kabupaten Kepahiang. Data yang
dikumpulkan meliputi jenis bencana (tanah longsor, banjir, kekeringan, gempa
bumi, angin puting beliung, dan kebakaran), waktu kejadian, lokasi
terdampak, jumlah korban jiwa, kerugian materiil, serta dampak sosial
ekonomi yang ditimbulkan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data
kejadian bencana yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di
lapangan.

Gambar 8. Data Kebencanaan

i

hrena il ARSI * S—

i
I
i

;
|

20



d)

- - e -—— —— -t it
- T Rovelinl TSI .
g bt Tane T
0 we - o |
- -
- -~ we -
-
. ~ we - -—
- el
e .
- w v L
- -
4
A atd g 10 - W — sy | Heme Lame
1
— -~ -0 W - ' -—
4
- W - -
- wosmmn| semwe | sesws | o -
- | - 2 o e

Penyusunan daftar kebutuhan data untuk penyusunan peta risiko
bencana (data bahaya dan kerentanan)

Kegiatan penyusunan daftar kebutuhan data untuk penyusunan peta
risiko bencana merupakan salah satu tahapan strategis dalam pelaksanaan
proyek perubahan “Strategi Percepatan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko
Bencana di Kabupaten Kepahiang.” Kegiatan ini bertujuan untuk
mengidentifikasi, menginventarisasi, dan merumuskan kebutuhan data yang
diperlukan dalam proses pemetaan bahaya (hazard map) dan kerentanan
(vulnerability map), sebagai bagian penting dari penyusunan Kajian Risiko
Bencana (KRB) yang akurat dan berbasis bukti.

Gambar 9. Kebutuhan data penyusunan
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e) Penyusunan peta bahaya dasar sebagai acuan dalam melakukan

survey dan pengambilan data

Peta bahaya dasar berfungsi untuk menggambarkan secara umum
wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami ancaman bencana di Kabupaten
Kepahiang berdasarkan kondisi geografis, geologi, hidrologi, serta riwayat
kejadian bencana sebelumnya. Tahapan kegiatan ini dimulai dengan
pengumpulan dan kompilasi data spasial dari berbagai sumber, seperti peta
topografi, peta curah hujan, peta geologi, peta kemiringan lereng, peta tutupan
lahan, serta data kejadian bencana yang terdokumentasi oleh BPBD, BMKG,
dan instansi terkait lainnya. Data-data tersebut kemudian diolah
menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menghasilkan peta
tematik yang menggambarkan potensi bahaya utama di Kabupaten

Kepahiang, seperti bahaya tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung.

Gambar 10. Peta Bahaya
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f) Menyusun metodologi survey dan pengambilan data di lapangan yang
melibatkan masyarakat
Hasil penyusunan peta bahaya dasar ini menjadi pedoman bagi tim
proyek dalam menentukan lokasi prioritas survei lapangan. Dengan peta
acuan tersebut, kegiatan survei dan pengambilan data dapat dilaksanakan

secara lebih fokus dan efisien pada wilayah yang benar-benar berpotensi
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menimbulkan risiko tinggi. Tim lapangan kemudian menggunakan peta ini
untuk melakukan verifikasi kondisi eksisting, mengumpulkan data pendukung
terkait faktor bahaya, serta memperbarui informasi lapangan sesuai realitas
di daerah. Selain berfungsi sebagai dasar teknis survei, peta bahaya dasar
juga menjadi alat koordinasi lintas sektor antara BPBD, Bappeda, dan
perangkat daerah teknis lainnya.

Aplikasi InaRisk Personal dan Avenza Maps digunakan untuk
mendapatkan data survei lapangan dari masyarakat mengenai kebencanaan
dan data lapangan secara faktual dan terintegrasi langsung ke data BNPB
sehingga data yang didapatkan juga bisa diamati oleh pihak BNPB.

Gambar 11. Aplikasi Survey dan Sosialisasi
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3. Minggu Ke-3
a. Survei lapangan dan sosialisasi awal (bersama Lembaga Ahli, OPD dan
melibatkan masyarakat)

Kegiatan Survei Lapangan dan Sosialisasi Awal merupakan salah satu
tahapan penting dalam pelaksanaan proyek perubahan “Strategi Percepatan
Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Kepahiang.”
Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data faktual di lapangan serta

melakukan pengenalan dan koordinasi awal dengan para pemangku
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kepentingan terkait, baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat,
guna mendukung penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang
akurat, partisipatif, dan kontekstual dengan kondisi daerah. Selain itu,
kegiatan ini juga mencakup sosialisasi awal kepada pemerintah kecamatan,
desa, serta masyarakat setempat yang menjadi lokasi survei. Sosialisasi ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan
Kajian Risiko Bencana, manfaatnya bagi pembangunan daerah, serta peran
masyarakat dalam mendukung proses pengumpulan data dan validasi
informasi. Melalui pendekatan partisipatif ini, masyarakat tidak hanya menjadi
objek penelitian, tetapi juga subjek aktif yang berkontribusi dalam penyediaan

informasi lokal dan pengenalan potensi risiko di wilayahnya.

Gambar 12. Survei Lapangan dan sosialisasi awal

. Pemetaan wilayah rawan bencana
Kegiatan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana adalah proses sistematis untuk
mengidentifikasi, menganalisis, dan menggambarkan wilayah yang memiliki
potensi ancaman bencana berdasarkan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan
lingkungan.Tujuannya adalah menghasilkan peta risiko bencana yang
menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, mitigasi, dan

kesiapsiagaan masyarakat.
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Gambar 13. Pemetaan Wilayah Rawan Bencana
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c. Pendataan Koordinator Bencana
Kegiatan Pendataan Koordinator Bencana merupakan langkah awal dalam
membangun sistem penanggulangan bencana yang tanggap dan berbasis
masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendata para
koordinator penanggulangan bencana di tingkat kecamatan, desa, maupun
kelurahan yang berperan sebagai penggerak utama dalam Kkegiatan
kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap bencana. Melalui pendataan ini,
diperoleh informasi mengenai struktur organisasi kebencanaan di tingkat
lokal, nama dan kontak person koordinator, wilayah tanggung jawab, serta
kapasitas dan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Dengan tersusunnya
database koordinator bencana yang lengkap dan mutakhir, pemerintah
daerah dapat lebih cepat melakukan mobilisasi sumber daya dan
mengoptimalkan peran masyarakat dalam kegiatan penanggulangan
bencana, baik pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun

pascabencana.

Gambar 14. Daftar Nama Koordinator Kecamatan

No, Nama Koordinator Kecamatan No, Hp

| | Efra Suputra,Amd Muara Kemmn 0822.8208-9127
2 v Supran Kurntad Kepnliang O812.7359.7483
AR Febryansyah 51.Kom Meng 083193002001
4 Uzami levan Svah N) Kabswetlan 081347226351
5. | leri ganda Putra Tebat K 0831-0290-3021

6. Bavu Oktoro Saktl Seberang Musi OR22.802K-5108
7. Spinku Berjaya Bermam [l 0822.8214.9883

L M.Djorgl Septiani Ujan Mas 0857.6402.2764

4. Minggu Ke-4
a) Rapat Konsinyering Tim Substansi dan daftar revisi
Kegiatan Rapat Konsinyering Tim Substansi dilaksanakan sebagai bagian dari
proses penyusunan dan penyempurnaan Dokumen Kajian Risiko Bencana
(KRB) Kabupaten Kepahiang. Rapat ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan
hasil kajian teknis, data lapangan, dan masukan antar perangkat daerah yang
terlibat dalam penanggulangan bencana. Dalam forum ini, Tim Substansi KRB

yang terdiri dari unsur BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas
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Lingkungan Hidup, dan instansi teknis lainnya melakukan pembahasan
mendalam terhadap substansi dokumen, termasuk identifikasi bahaya, analisis

kerentanan, kapasitas, dan peta risiko bencana.

Gambar 15. Rapat Konsinyering Tim dan Daftar Revisi
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- — INDEXS INDEKS TINGKAT
- el =
1|Periuatan Kebigkan dan Kelembagaan 0.88
2{Pengiayian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0.80
3{Pengembangan Sistem Informasi, Dikiat dan Logistik 0.8
4/Penanganan Tematik Kawasan Rawan Sencana 0.80 0.66 SEDANG
5|Peningkatan Efektivitas Pencagahan dan Mitigasi Bencana 0.7
6| Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0.66
7 {Pengembangan Sistem Pemukhan Bencana 0.24

NO. PRIORITAS HnERs KII\':II:SE:'(:RS KI\I:I:SS':'II":S

EROHIS DAERAH DAERAH

1|Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 0.88

2|Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0.23

3|Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 0.81

4|Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0.65 0.62 SEDANG

5|Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0.78

6|Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0.66

7|Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0.24

Perubahan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang terjadi pada saat rapat
konsinyering disebabkan oleh adanya proses penyelarasan data, klarifikasi
indikator, serta validasi dokumen pendukung yang dilakukan secara bersama
antara tim kabupaten dan tim provinsi. Selama rapat berlangsung, dilakukan
peninjauan ulang terhadap setiap indikator IKD untuk memastikan kesesuaian
antara nilai yang diinput dengan kondisi aktual di lapangan. Beberapa indikator
mengalami penyesuaian karena adanya perbedaan interpretasi kriteria
penilaian, ketidaktepatan sumber data, atau belum lengkapnya bukti dukung

yang dibutuhkan untuk verifikasi.
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b) Pemetaan permasalahan teknis dan solusi

Gambar 16. Pemetaan Permasalahan dan solusi

1. BANJIR
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1. Adanya luapan arus balik pada 1. Pengerukan bendungan (Danau Suro) secara * Kec. Merigi
saluran air {anak sungai, drainase, berkala untuk mengurangi sedimentasi yang * Kec. Ujan Mas
dll) yang bermuara di Danaw Suro berlebihan .
akibat pendangkalan bendungan | 2. Pemasangan Pintu Air pada muara saluran air * Kec. Merigi
PLTA Musi (Danau Sura) {drainase dan anak sungal) yang bermuara ke * Kec. Ujan Mas
Danau Suro untuk mencegah arus balik ketika
permukaan air bendungan naik
3. Pasang alat deteksi tinggi muka air sungai yang | * Kec. Merigi
terhubung dengan sistemn peringatan ke warga * Kec. Ujan Mas
2. Sistern pengelelolaan drainase 1. Mol Kerjasama pengelolaan drainase dengan . Kabupaten
lintas batas yvang belum optimal Provinsi Kepahiang

khususnya drainase kewenangan
Provinsi

3. Drainase perkotaan yang kecil dan| 1. Peningkatan kapasitas saluran drainase dengan | * Kec. Kepahiang '

tidak ada saluran pembagi debit memperbesar dimensi saluran drainase * Kec. Tebat Karai

air, mengakibatkan tidak mampu * Kec. Kabawetan

menampung beban air yang

mengalini drainase tersebut 2. Pembuatan saluran pembagi debit air yang * Kec. Kepahiang
diarahkan ke sungai terdekat atau saluran kota | * Kec. Tebat Karai
yang lebih besar * Kec. Kabawetan

Kegiatan pemetaan permasalahan teknis dan solusi dilaksanakan sebagai
langkah penting dalam mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul
selama proses penyusunan dan implementasi proyek perubahan di bidang
penanggulangan bencana. Melalui kegiatan ini, tim proyek melakukan
inventarisasi permasalahan yang bersifat teknis, baik yang berkaitan dengan
data, koordinasi antarperangkat daerah, ketersediaan sumber daya, maupun
keterbatasan kapasitas kelembagaan. Setiap permasalahan kemudian
dianalisis untuk menemukan akar penyebab (root cause) serta dirumuskan
alternatif solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan sesuai kewenangan dan

sumber daya yang ada.

5. Minggu ke -5
a. Drafting dokumen KRB
Kegiatan Penyusunan Draft 1 Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)
merupakan tahapan penting dalam rangkaian penyusunan dokumen KRB
Kabupaten Kepahiang yang berfungsi sebagai dasar ilmiah dan teknis dalam

perencanaan penanggulangan bencana. Kegiatan ini dilakukan setelah proses
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pengumpulan data, pemetaan wilayah rawan bencana, serta identifikasi
bahaya, kerentanan, dan kapasitas masyarakat. Tim penyusun yang terdiri dari
unsur BPBD, perangkat daerah teknis, serta tenaga ahli menyusun draf awal
dokumen KRB dengan mengintegrasikan hasil analisis spasial, data lapangan,
serta masukan dari berbagai instansi terkait. Draft pertama ini memuat
gambaran umum daerah, metodologi kajian, peta ancaman, analisis risiko, dan
rekomendasi strategi pengurangan risiko bencana yang disusun sesuai
pedoman BNPB. Dalam penyusunannya, tim melakukan koordinasi intensif
antaranggota untuk memastikan kesesuaian substansi, kelengkapan data, dan
ketepatan format. Draft 1 kemudian menjadi bahan pembahasan awal dalam
rapat konsinyering guna mendapatkan masukan, koreksi, dan penyempurnaan

sebelum menuju tahap finalisasi dokumen.

Gambar 17. Drafting 1 Dokumen KRB
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6. Minggu -6
Asistensi kepada BNPB dan drafting 2 Kajian
Kegiatan Asistensi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

dilaksanakan sebagai upaya memperoleh bimbingan teknis, arahan, dan validasi
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substansi dalam penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten
Kepahiang. Melalui kegiatan ini, tim penyusun KRB Kabupaten berkoordinasi
langsung dengan BNPB untuk memastikan bahwa metodologi, struktur dokumen,
dan indikator penilaian risiko telah sesuai dengan pedoman nasional yang
berlaku. Dalam proses asistensi, BNPB memberikan masukan strategis terkait
analisis bahaya, kerentanan, kapasitas, serta format penyajian peta risiko,
sehingga dokumen KRB yang disusun memiliki kualitas dan akurasi yang lebih
baik.
Gambar 18. Dokumentasi Asistensi dan BA Hasil Asistensi
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7. Minggu -7
a. Diskusi Publik untuk mengkonsultasi dan sosialisasikan draft 2 Kajian

Risiko Bencana kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten
Kepahiang

Kegiatan Diskusi Publik untuk Mengkonsultasikan dan Mensosialisasikan Draft
2 Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dilaksanakan sebagai forum
partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten
Kepahiang, seperti perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, organisasi
masyarakat, dunia usaha, dan perwakilan masyarakat dari wilayah rawan
bencana. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan masukan,
tanggapan, dan saran penyempurnaan terhadap Draft 2 Dokumen KRB agar
dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kondisi nyata, kebutuhan

daerah, serta aspirasi seluruh pihak terkait.

Gambar 19. Rapat Diskusi Publik

b. Sosialisasi dan pelatihan relawan tangguh bencana
Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Relawan Tangguh Bencana dilaksanakan
sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kapasitas dan
kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kabupaten Kepahiang. Kegiatan ini

bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan
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relawan dalam mengenali potensi ancaman bencana, langkah mitigasi, serta
prosedur tanggap darurat di wilayah masing-masing. Melalui kegiatan ini, para
relawan diperkenalkan pada konsep Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
(Destana), sistem peringatan dini, teknik evakuasi, dan penanganan awal
pascabencana.Pelatihan dilaksanakan melalui metode sosialisasi, diskusi
interaktif, dan simulasi lapangan, dengan melibatkan narasumber dari BPBD
Kabupaten Kepahiang, TNI, Polri, serta instansi teknis terkait. Selain
peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat
jejaring koordinasi antarrelawan dan pemerintah daerah, sehingga terbentuk

sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, cepat, dan efektif.

Gambar 20. Pelatihan dan simulasi
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8. Minggu-8
a. Finalisasi Dokumen KRB

Kegiatan Finalisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan
tahapan akhir dari proses penyusunan dokumen yang telah melalui
serangkaian kegiatan pengumpulan data, analisis, asistensi, dan diskusi
publik bersama para pemangku kepentingan. Tahap ini bertujuan untuk
menyempurnakan seluruh substansi dan format dokumen KRB berdasarkan
hasil koreksi, masukan, serta rekomendasi dari BNPB, Pemerintah Provinsi
Bengkulu, dan perangkat daerah terkait. Dalam kegiatan ini, tim penyusun
melakukan penyesuaian akhir terhadap data, peta risiko, analisis bahaya,
kerentanan, kapasitas, serta rekomendasi kebijakan agar dokumen KRB
benar-benar akurat, komprehensif, dan sesuai dengan pedoman nasional.
Proses finalisasi juga mencakup pengecekan konsistensi data antar-bab,
kelengkapan lampiran, serta kesesuaian tata naskah dokumen sebelum
disahkan sebagai dokumen resmi daerah. Melalui kegiatan finalisasi ini,
dihasilkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepahiang yang siap
digunakan sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah
yang berwawasan pengurangan risiko bencana. Dokumen final ini menjadi
landasan penting dalam pengambilan keputusan, penyusunan rencana
kontinjensi, serta pelaksanaan program mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat
daerah.

Gambar 21. Dokumen KRB
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b. SK Pengesahan
Kegiatan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Dokumen Kajian
Risiko Bencana (KRB) merupakan tahapan akhir dalam rangkaian
penyusunan dokumen KRB Kabupaten Kepahiang. Kegiatan ini bertujuan
untuk memberikan legalitas dan kekuatan hukum terhadap dokumen KRB
sebagai acuan resmi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pengendalian program penanggulangan bencana. Proses ini diawali
dengan penyampaian dokumen final kepada pimpinan daerah melalui Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk dilakukan telaah

administrasi dan substansi.
Gambar 22. SK Pengesahan
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c. SK Relawan Tangguh Bencana
Kegiatan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Relawan Tangguh Bencana

dilaksanakan sebagai bentuk pengakuan resmi dan penguatan peran
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masyarakat dalam sistem penanggulangan bencana di Kabupaten
Kepahiang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan legalitas, kejelasan
struktur, dan pembagian tugas kepada para relawan yang telah mengikuti
sosialisasi dan pelatihan tangguh bencana, sehingga mereka dapat berperan
aktif dan terkoordinasi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana —
mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Gambar 23. SK Relawan Tangguh Bencana
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2.2 Capaian Manfaat Jangka Pendek
Setelah dilaksanakan tahapan milestone jangka pendek, maka

telah diperoleh beberapa capaian manfaat jangka pendek sebagai berikut:
1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya pengurangan risiko bencana melalui kegiatan sosialisasi,
edukasi kebencanaan, dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses

pemetaan risiko bencana di wilayahnya.
2. Tersusunnya peta awal wilayah rawan bencana berbasis kajian risiko
bencana (KRB) yang menjadi dasar dalam perencanaan program

penanggulangan bencana dan pembangunan daerah.
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. Meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan (BPBD,
perangkat daerah, TNI/POLRI, lembaga sosial, dan masyarakat) dalam
upaya percepatan penanggulangan bencana, baik dalam aspek
pencegahan, kesiapsiagaan, maupun tanggap darurat.

. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan koordinasi dan penanganan
bencana melalui mekanisme komunikasi cepat antar stakeholder,
sehingga proses respon bencana dapat dilakukan lebih sigap dan tepat
sasaran.

. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dan lembaga lokal dalam
kegiatan simulasi kebencanaan, sebagai langkah awal membangun
budaya sadar dan tangguh bencana di tingkat komunitas.

. Meningkatnya dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap
pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam Kkebijakan
pembangunan daerah, termasuk dalam pengalokasian sumber daya

dan anggaran pendukung kegiatan penanggulangan bencana.
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BAB Il
IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING, PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
DAN ORGANISASI PEMBELAJAR

3.1Implementasi Strategi Marekting
1. Strategi Marketing Sektor Publik
a. Product (Produk)

Dalam pelaksanaan proyek perubahan “Strategi Percepatan
Penanggulangan Bencana Berbasis Kajian Risiko Bencana dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kepahiang”, BPBD Kabupaten
Kepahiang berupaya mengoptimalkan peran berbagai pemangku
kepentingan seperti Pemerintah Daerah, perangkat daerah teknis, dan
masyarakat dalam penyusunan serta penerapan kebijakan pengurangan
risiko bencana. Melalui kegiatan seperti penyusunan dokumen KRB, rapat
konsinyering, asistensi BNPB, dan sosialisasi relawan tangguh bencana,
beberapa produk yang dihasilkan antara lain:

e Terbentuknya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten
Kepahiang sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis
risiko.

e Terbentuknya Peta Risiko Bencana berbasis data spasial yang dapat
digunakan oleh OPD dan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

e Terbitnya Surat Keputusan (SK) Relawan Tangguh Bencana sebagai
bentuk pengakuan dan legalitas relawan daerah.

e Terselenggaranya pelatihan dan sosialisasi Relawan Tangguh
Bencana (Destana) di berbagai kecamatan.

e Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui kegiatan
edukasi dan simulasi penanggulangan bencana.

b. Price (Biaya/Value)

Dalam konteks sektor publik, “price” bukan dimaknai sebagai harga yang

dibayar masyarakat, melainkan nilai tambah dan komitmen bersama

dalam pelaksanaan kegiatan. Implementasi nilai dalam proyek ini

tercermin melalui:
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e Gratis bagi masyarakat dan relawan, namun membutuhkan
komitmen waktu, tenaga, dan partisipasi aktif.

e Nilai manfaat sosial, yaitu meningkatnya pengetahuan,
kesiapsiagaan, serta keselamatan masyarakat terhadap ancaman
bencana.

e Efisiensi anggaran, karena kegiatan berbasis kajian risiko dapat
mengurangi kerugian akibat bencana di masa depan.

¢ Nilai kolaborasi antarinstansi, yang memperkuat koordinasi antara
pemerintah daerah, BNPB, dan masyarakat dalam mewujudkan
pembangunan berketahanan bencana.

c. Place (Distribusi)
Distribusi hasil proyek perubahan dilakukan melalui berbagai kanal dan
mekanisme kelembagaan agar produk yang dihasilkan dapat
dimanfaatkan secara luas oleh penerima manfaat. Implementasinya
antara lain:

e Distribusi dokumen KRB kepada seluruh OPD, kecamatan, dan
pemerintah desa di Kabupaten Kepahiang.

e Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi
masyarakat dalam penyebarluasan hasil kajian dan edukasi
mitigasi bencana.

e Penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial, dan
kegiatan sosialisasi publik.

d. Promotion (Promosi)

Kegiatan promosi dilakukan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan,

dan membangun dukungan terhadap hasil proyek perubahan kepada

masyarakat dan pemangku kepentingan. Bentuk implementasinya

meliputi:

e Sosialisasi dan pelatihan Relawan Tangguh Bencana di tingkat desa
dan kecamatan.

e Diskusi publik dan rapat konsinyering bersama OPD dan mitra
strategis dalam penyempurnaan dokumen KRB.

e Publikasi kegiatan dan informasi kebencanaan melalui media cetak,

media sosial, serta forum koordinasi.
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e Pemasangan spanduk, banner, dan media informasi visual di area
publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
e Kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga pendidikan dalam

mendukung kegiatan edukasi dan pengurangan risiko bencana.

3.2 Implementasi Public Private Partnership

Implementasi Public Private Partnership (PPP) dalam pelaksanaan
proyek perubahan “Strategi Percepatan Penanggulangan Bencana Berbasis
Kajian Risiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten
Kepahiang” dilakukan dengan mengoptimalkan kolaborasi antara sektor publik,
sektor swasta, lembaga non-pemerintah, akademisi, serta masyarakat.
Pendekatan kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas daerah
dalam penanggulangan bencana melalui sinergi sumber daya, inovasi, dan
komitmen bersama terhadap pengurangan risiko bencana.
1. SDM Internal / Tim Efektif

Dalam pelaksanaan proyek perubahan, Tim Efektif BPBD Kabupaten

Kepahiang berperan sebagai penggerak utama kegiatan, meliputi

penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), fasilitasi rapat

koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan lapangan. Tim ini melaksanakan:

o Rapat koordinasi internal dengan perangkat daerah terkait, seperti
Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial.

« Komunikasi intensif dengan BNPB dan stakeholder menggunakan
media daring maupun tatap muka untuk memastikan sinkronisasi
kebijakan dan kegiatan.

e Monitoring dan evaluasi internal terhadap capaian kegiatan serta tindak
lanjut hasil kajian di lapangan.

2. SDM Eksternal

Pemanfaatan sumber daya eksternal dilakukan melalui kolaborasi dengan

berbagai mitra strategis, antara lain:

« BNPB dan BPBD Provinsi Bengkulu yang memberikan asistensi teknis

serta supervisi dalam penyusunan dan validasi dokumen KRB.
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e Sektor swasta dan lembaga non-pemerintah (NGO) yang berkontribusi
dalam penyediaan dukungan logistik, sarana edukasi, dan
pendampingan masyarakat.

e Media massa dan komunitas lokal yang membantu menyebarluaskan
informasi serta meningkatkan kesadaran publik terhadap kesiapsiagaan
bencana.

3. Pemanfaatan Infrastruktur

Infrastruktur yang digunakan dalam implementasi proyek perubahan

bersumber dari fasilitas internal BPBD dan dukungan eksternal mitra kerja,

meliputi:

e Aplikasi InaRisk sebagai aplikasi yang digunakan dalam penginputan
survey lapangan yang diambil dari wawancara kepada masyarakat

e Sarana pertemuan publik dan ruang koordinasi di kantor BPBD dan
kantor kecamatan dan Desa untuk pelaksanaan sosialisasi dan rapat
koordinasi.

« Fasilitas jaringan internet dan perangkat IT yang digunakan untuk
pengolahan data spasial dan publikasi dokumen hasil kajian.

4. Pemanfaatan Sumber Daya dan Pendanaan

Pendanaan proyek perubahan ini sebagian besar bersumber dari anggaran

pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Kepahiang, dengan

dukungan sumber daya non-keuangan berupa:

o Kontribusi tenaga dan keahlian dari mitra eksternal, seperti BNPB dan
organisasi masyarakat.

« Pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk relawan tangguh bencana

(Destana) dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan

3.3Pengembangan Organisasi Pembelajar
Pengembangan Organisasi Pembelajar (Learning Organization) dalam
pelaksanaan proyek perubahan “Strategi Percepatan Penanggulangan
Bencana Berbasis Kajian Risiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kabupaten Kepahiang” merupakan langkah strategis untuk memastikan
keberlanjutan inovasi, adaptasi terhadap dinamika kebencanaan, serta
peningkatan kompetensi sumber daya manusia baik di lingkungan BPBD

maupun masyarakat.
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Pelaksanaan pengembangan organisasi pembelajar dilakukan melalui
berbagai kegiatan koordinatif, pelatihan, dan pendampingan yang berorientasi
pada pembentukan budaya belajar di lingkungan BPBD Kepahiang. Dalam hal
ini, BPBD Kabupaten Kepahiang berperan sebagai motor penggerak utama,
didukung oleh BNPB, BPBD Provinsi Bengkulu, perangkat daerah terkait,
akademisi, serta masyarakat desa.Rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi
rapat koordinasi dan diskusi teknis antarperangkat daerah, mentoring dan
coaching bersama BPBD Provinsi Bengkulu dan BNPB, serta pendampingan
teknis penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB). Selain itu, BPBD juga
melaksanakan pembelajaran lintas daerah (benchmarking) untuk mengadopsi
praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan risiko bencana berbasis kajian dan
pemberdayaan masyarakat.Melalui pendekatan ini, terbentuk sinergi antar
unsur pemerintah dan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan
kompetensi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pegawai BPBD dilatih
untuk memiliki kemampuan analisis risiko bencana berbasis data, penguasaan
teknologi pemetaan kebencanaan (GIS, InaRISK), serta keterampilan
komunikasi lintas sektor. Di sisi lain, masyarakat desa dibekali dengan
pemahaman dasar risiko bencana, kemampuan mitigasi, komunikasi publik,
dan keterampilan penanganan darurat berbasis komunitas.

Dalam pelaksanaan Proyek Perubahan “Strategi Percepatan
Penanggulangan Bencana Berbasis Kajian Risiko Bencana dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kepahiang” telah dilakukan
komunikasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yang merupakan
individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara
keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan
terhadap inovasi / proyek perubahan yang sedang dilakukan reformer.
Stakeholder yang dalam pelaksanaan proyek perubahan ini terdiri dari

stakeholder internal dan stakeholder eksternal.
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Tabel 3. Tabel Stakeholder

+ Kejaksaan RI

LATENT : PROMOTOR :

* Masyarakat & Relawan Destana * BPBD Kabupaten Kepahiang

* Pemerintah Kecamatan & Desa * Bupati & Sekretariat Daerah

*  TNI/POLRI « BNPB & BPBD Provinsi Bengkulu

+ OPD Terkait (PU, Kesehatan, Sosial,
Pendidikan, Kesbangpol, DLH)

APATHETIC :

aktif

Masyarakat umum yang belum terlibat | ¢

DEFENDER
DPRD

« BKD

« BAPPEDA

a. Stakeholder internal terdiri atas, sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Stakeholder internal

Stakeholder

PERAN

BPBD Kabupaten Kepahiang

Pelaksana utama penyusunan KRB, koordinasi
lapangan, pelatihan dan Pembentukan relawan,

monitoring.

Bupati & Sekretariat Daerah

Pengambil keputusan strategis, penerbitan SK,

persetujuan anggaran, legitimasi program.

OPD Terkait (PUPR, Dinas
Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas
Pendidikan, BKD,
BAPPEDA)

Pertanian,

Penyedia data sektoral, dukungan teknis, dan

koordinasi program mitigasi.

Kepala Desa di wilayah rawan

bencana

Fasilitator relawan, penghubung masyarakat,

pengumpulan data lapangan.

Tim Teknis Internal BPBD

Penyusun peta risiko, pengolah data, pelaksana

survei lapangan.

internal: BPBD sebagai pelaksana utama, didukung Bupati/Sekda (legitimasi &
anggaran), OPD terkait (data & teknis), Kepala Desa (penghubung masyarakat), dan

Tim Teknis (peta risiko & survei).
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b. Stakeholder eksternal terdiri atas, sebagai berikut:

Tabel 5. Tabel Stakeholder eksternal

Stakeholder

PERAN

BNPB & BPBD Provinsi Bengkulu

Pembina teknis, pemberi asistensi, fasilitator

anggaran, validasi dokumen KRB.

Masyarakat & Relawan Tangguh

Bencana (Destana)

Penerima manfaat langsung, pelaksana respon

awal bencana, patrtisipasi survei dan pelatihan.

Perguruan Tinggi / Lembaga Ahli

Penyedia kajian ilmiah, analisis GIS, validasi
metodologi.

Media Lokal & Nasional

Publikasi program, edukasi publik, penyebaran

informasi bencana.

Masyarakat Umum

Penerima manfaat dari sistem penanggulangan

bencana yang lebih baik.

Eksternal: BNPB/BPBD Provinsi (pembina teknis & validasi), masyarakat/relawan
(pelaksana & penerima manfaat), perguruan tinggi (kajian ilmiah), media (publikasi),

serta masyarakat umum (penerima manfaat).

Tabel 6. Hasil Komunikasi Stakeholder

KELOMPOK
STAKEHOLDER

STRATEGI KOMUNIKASI

Promoters (P)

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk
meningkatkan dukungan dan minat promoters terhadap
proyek perubahan “Strategi Percepatan
Penanggulangan Bencana Berbasis Kajian Risiko
Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten
Kepahiang” (closely managed strategy), di antaranya:
» Koordinasi secara reguler dengan BNPB, BPBD
Provinsi Bengkulu, dan Bappeda Kepahiang.
» Konsultasi teknis serta pelaporan rutin perkembangan
penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).
* Diskusi mendalam mengenai dukungan anggaran,
validasi data, serta tindak Ilanjut kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
* Penyampaian hasil capaian kegiatan kepada para
promoters untuk memastikan keberlanjutan dukungan.

44




Latens (L)

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk
meningkatkan minat kelompok latens terhadap proyek
perubahan, yaitu:
* Sosialisasi pentingnya penggunaan data Kajian Risiko
Bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
dan pengambilan keputusan berbasis risiko.
« Penyampaian manfaat penerapan strategi
penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
* Diskusi dan persuasi agar kelompok latens terdorong
untuk menjadi promoters aktif dalam mendukung
implementasi proyek perubahan.

Defenders (D)

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk
memperkuat pengaruh kelompok defenders agar terus
mendukung  proyek perubahan, antara lain:
» Sosialisasi dan penyebarluasan hasil Kajian Risiko
Bencana kepada OPD, camat, dan relawan
kebencanaan secara berkala (keep informed).
* Edukasi tentang penerapan hasil KRB dalam
penataan ruang, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana
daerah.

» Pelibatan aktif dalam kegiatan koordinasi, validasi
data, serta monitoring hasil kegiatan di lapangan.

Apathetics (A)

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk
meningkatkan kepedulian kelompok apathetics agar
memahami pentingnya proyek perubahan, meliputi:
» Sosialisasi dan launching kegiatan peningkatan
kapasitas masyarakat melalui program Desa Tangguh
Bencana (Destana).
* Advokasi publik mengenai urgensi mitigasi dan
kesiapsiagaan berbasis kajian risiko bencana.
» Diskusi dan pendekatan personal agar kelompok
apathetics bertransformasi menjadi defenders atau
promoters  yang aktif  mendukung kegiatan
penanggulangan bencana di Kabupaten Kepahiang.
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BAB IV
KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

4.1 Jangka Menengah ( 3 Bulan — 1 Tahun)

1.

Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) terintegrasi dengan
peta rawan bencana.

Terbentuknya minimal 50% Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di wilayah
prioritas rawan.

Tersedianya sistem informasi risiko bencana yang dapat diakses publik
secara digital.

Terlaksananya program pelatihan dan simulasi kebencanaan rutin di tiap
kecamatan.

Terbentuk dan aktifnya forum koordinasi lintas sektor dalam pengurangan
risiko bencana.

Terbangunnya jaringan komunikasi darurat yang cepat dan tangguh di

daerah rawan.

. Tersosialisasikannya edukasi kebencanaan di sekolah, dan komunitas

lokal.

4.2 Jangka Panjang (1 Tahun dan seterusnya)

1.

Terwujudnya seluruh Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten
Kepahiang.

Terintegrasinya sistem peringatan dini (early warning system) berbasis
teknologi dan lokal.

Penerapan kebijakan pengurangan risiko bencana dalam seluruh dokumen
perencanaan daerah.

Adanya sistem manajemen risiko bencana berbasis masyarakat yang
berkelanjutan.

Tersedianya pusat data dan command center kebencanaan di tingkat
kabupaten.

Penguatan kelembagaan BPBD dengan dukungan SDM, anggaran, dan
teknologi yang memadai.

Penurunan signifikan dampak bencana terhadap korban jiwa, ekonomi, dan

lingkungan.
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5.1

5.2

BAB V
PEMANFAATAN MATA PELATIHAN PILIHAN DALAM
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Manajemen Pemerintah Daerah

Manajemen Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memastikan
efektivitas pelaksanaan proyek perubahan. Dalam konteks proyek perubahan
Strategi Percepatan Penanggulangan Bencana Berbasis Kajian Risiko Bencana
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kepahiang, prinsip manajemen
pemerintahan menjadi landasan utama dalam mengoordinasikan berbagai
sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun kelembagaan.

Melalui penerapan manajemen yang terencana dan terintegrasi, proyek
perubahan ini mendorong peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, seperti
BPBD, Bappeda, dan instansi teknis lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk
mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang lebih efektif dan
responsif, khususnya dalam proses penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana
(KRB).

Pemahaman terhadap prinsip manajemen pemerintahan daerah juga
membantu pelaksana proyek dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, serta
pengawasan kegiatan secara sistematis dan akuntabel. Dengan demikian,
pelatihan ini memberikan bekal penting bagi tim proyek untuk memperkuat tata
kelola dan memastikan keterpaduan program penanggulangan bencana dengan

perencanaan pembangunan daerah.

Digital Mindset

Dalam era transformasi digital, kemampuan memanfaatkan teknologi
menjadi faktor kunci dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana.
Pelatihan Digital Mindset memberikan pemahaman kepada peserta proyek
perubahan tentang pentingnya inovasi digital dalam pengelolaan data risiko
bencana, termasuk penggunaan sistem informasi geografis (GIS), InaRISK, dan
aplikasi pelaporan berbasis daring.

Melalui penguasaan teknologi ini, BPBD Kabupaten Kepahiang dapat
mengelola data risiko bencana secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses

oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan digital mindset juga
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menumbuhkan budaya kerja yang adaptif dan terbuka terhadap inovasi, sehingga
mendukung terciptanya sistem penanggulangan bencana yang modern dan
berbasis data (evidence-based disaster management).

Partisipatif dan Kolaboratif

Keberhasilan proyek perubahan ini sangat bergantung pada keterlibatan
aktif berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga
non-pemerintah. Mata pelatihan Partisipatif dan Kolaboratif memberikan
pemahaman dan keterampilan dalam mengembangkan sinergi lintas sektor untuk
mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan bencana.

Dalam implementasinya, pendekatan partisipatif diterapkan melalui
pelibatan masyarakat desa dalam penyusunan kajian risiko bencana dan kegiatan
pemberdayaan komunitas tangguh bencana. Sementara pendekatan kolaboratif
dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, media, dan sektor
swasta dalam upaya peningkatan kapasitas dan mitigasi risiko bencana.

Dengan pendekatan ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih
inklusif, transparan, dan efektif karena melibatkan semua pemangku kepentingan.
Hal ini sejalan dengan semangat gotong royong dalam membangun sistem
penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan di Kabupaten

Kepahiang.
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BAB VI
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DALAM ADOPSI PROYEK PERUBAHAN

6.1 Implementasi Pengembangan Kompetensi

Implementasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam
proyek perubahan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas berbagai pihak
yang terlibat dalam penanggulangan bencana, baik di tingkat pemerintah
maupun masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia
yang tangguh, terampil, dan mampu berperan aktif dalam mitigasi serta
kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Kepahiang. Solusi yang dapat dilakukan
sebagai berikut:

1. Langkah pertama adalah peningkatan kompetensi masyarakat dan
relawan, agar mereka mampu membaca dan memahami peta risiko
bencana, mengenali titik-titik rawan, serta memahami jalur evakuasi yang
aman. Melalui pelatihan dan simulasi lapangan, masyarakat diharapkan
mampu merespons lebih cepat ketika bencana terjadi, sekaligus menjadi
garda terdepan dalam upaya penyelamatan diri dan lingkungan sekitarnya.

2. Selanjutnya, dilakukan pembekalan terhadap aparat desa agar memiliki
kemampuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
evakuasi, menentukan titikk kumpul aman, serta menyiapkan jalur
penyelamatan. Aparat desa menjadi unsur kunci dalam memastikan
koordinasi dan pelaksanaan evakuasi berjalan efektif di tingkat lokal.

3. Di sisi lain, relawan penanganan bencana juga memperoleh pelatihan
keterampilan dasar pertolongan pertama dan evakuasi mandiri.
Kompetensi ini penting agar relawan dapat memberikan bantuan cepat
kepada korban bencana sebelum bantuan medis dan logistik tiba.

4. Aspek komunikasi darurat pun tidak diabaikan. Petugas komunikasi darurat
dilatih untuk mampu menggunakan perangkat komunikasi seperti radio HT
maupun memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi
dan koordinasi cepat antarinstansi. Kemampuan ini sangat vital dalam
mempercepat pengambilan keputusan dan penyampaian informasi ke

masyarakat saat kondisi krisis.
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5. Selainitu, program ini juga mendorong terbentuknya agen perubahan lokal,
yaitu individu yang berperan sebagai penggerak, fasilitator, sekaligus
edukator dalam masyarakat. Agen perubahan ini menjadi motor utama
dalam menyebarluaskan budaya sadar bencana, memperkuat jejaring
sosial masyarakat, serta menumbuhkan kepedulian kolektif terhadap risiko
bencana di wilayahnya masing-masing.

Melalui implementasi pengembangan kompetensi ini, diharapkan
seluruh unsur—baik pemerintah daerah, aparat desa, relawan, maupun
masyarakat—mampu bekerja secara sinergis dalam membangun sistem
penanggulangan bencana yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di

Kabupaten Kepahiang.

Tabel 7. Strategi Pengembangan Kompetensi SDM

dalam Rangka Adopsi Inovasi

No | Pihak Perubahan Kompetensi Cara Pengembangan

Terdampak yang Dibutuhkan Kompetensi
(Klasikal/Non Klasikal)

1 Masyarakat & | Meningkatkan kemampuan | Pelatihan masyarakat

Relawan membaca peta risiko, dan relawan, simulasi
mengenali titik rawan, serta | evakuasi, serta
memahami jalur evakuasi. sosialisasi lapangan.

2 Aparat Desa | Meningkatkan kemampuan | Bimtek, pelatihan

menyusun SOP evakuasi, teknis penyusunan
menentukan titik kumpul SOP, studi kasus
aman, dan jalur lapangan, dan
penyelamatan. mentoring.

3 Relawan Menguasai keterampilan Pelatihan pertolongan
Penanganan | dasar pertolongan pertama | pertama, simulasi
Bencana dan evakuasi mandiri. bencana, dan

pendampingan
lapangan.

4 Petugas Meningkatkan kemampuan | Pelatihan komunikasi
Komunikasi komunikasi darurat darurat, simulasi
Darurat menggunakan radio HT penggunaan alat

maupun media sosial. komunikasi, dan
koordinasi
antarinstansi.

5 Agen Mengembangkan kapasitas | Diklat kepemimpinan
Perubahan sebagai penggerak dan lokal, pelatihan
Lokal edukator masyarakat dalam | fasilitator masyarakat,

kesiapsiagaan bencana. dan pendampingan
berkelanjutan.
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BAB VII
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Implementasi Pengembangan Potensi Diri
Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, pengembangan potensi diri
menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan keberhasilan dan
keberlanjutan program. Sebagai agen perubahan, pengelola proyek dituntut
untuk memiliki kemampuan manajerial, komunikasi, dan kepemimpinan yang
adaptif agar dapat menggerakkan berbagai pihak secara efektif. Implementasi
pengembangan potensi diri dilakukan melalui proses pembelajaran, refleksi,
serta keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan
kapasitas personal dan profesional.
Aspek Integritas
Menyusun laporan KRB dan peta rawan secara transparan — menyusun
laporan KRB dengan kejujuran dan keterbukaan dalam penyajian data
bencana, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Membuat kode etik relawan tangguh bencana — membentuk standar
perilaku, disiplin, serta sikap profesional relawan ketika bertugas di
lapangan.
Aspek Kerja Sama
Membentuk forum lintas sektor (OPD, dunia usaha, media) — mendorong
kolaborasi berbagai pihak dalam kesiapsiagaan bencana.
Melibatkan masyarakat desa dalam simulasi dan pelatihan — meningkatkan
partisipasi warga agar lebih tanggap dan mandiri dalam menghadapi
bencana.
Mengembangkan kemitraan dengan lembaga ahli & perguruan tinggi —
memperkuat kapasitas melalui riset, inovasi, dan dukungan akademis.
Aspek Mengelola Perubahan
Mendorong masyarakat beralih dari pola reaktif ke proaktif — melalui
edukasi dan simulasi, masyarakat tidak hanya menunggu bantuan, tetapi
berinisiatif dalam mitigasi bencana.
Melatih perangkat desa & relawan dengan SOP evakuasi baru —
memastikan prosedur evakuasi yang seragam, praktis, dan bisa dijalankan
cepat.

51



- Mengintegrasikan hasil KRB ke dalam RPJMDes — agar hasil kajian risiko
bencana menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa.

- Mengembangkan inovasi digital untuk sistem informasi risiko bencana —
memanfaatkan teknologi agar penyebaran informasi lebih cepat, akurat, dan

mudah diakses oleh masyarakat.
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8.1

8.2

BAB VIl
PENUTUP

Kesimpulan

1. Proyek perubahan “Strategi Percepatan Penanggulangan Bencana
Berbasis Kajian Risiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kabupaten Kepahiang” merupakan langkah strategis dalam memperkuat
kapasitas pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana secara lebih
cepat, terencana, dan partisipatif. Melalui kegiatan ini, BPBD Kabupaten
Kepahiang berhasil mendorong percepatan penyusunan Dokumen Kajian
Risiko Bencana (KRB) yang menjadi dasar kebijakan mitigasi dan
perencanaan pembangunan daerah yang berketahanan bencana.

2. Proyek perubahan ini telah melalui tahapan strategis mulai dari analisis
situasi, penguatan kapasitas SDM, kolaborasi lintas sektor, hingga
implementasi di lapangan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan
sosialisasi kepada masyarakat.

3. Selain menghasilkan dokumen teknis dan inovasi digital pendukung
(seperti peta risiko dan dashboard sederhana), proyek ini juga
menumbuhkan budaya kolaboratif dan kesadaran tangguh bencana di
kalangan aparatur maupun masyarakat.

4. Dengan demikian, proyek perubahan ini menjadi salah satu contoh nyata
bagaimana kepemimpinan berbasis kolaborasi, inovasi, dan
pemberdayaan masyarakat dapat mendorong transformasi kinerja
organisasi menuju tata kelola penanggulangan bencana yang lebih efektif,

adaptif, dan berkelanjutan di masa depan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek perubahan “Strategi Percepatan
Penanggulangan Bencana Berbasis Kajian Risiko Bencana dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kepahiang,” terdapat sejumlah
rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti guna memperkuat sistem
penanggulangan bencana secara berkelanjutan di daerah. Rekomendasi ini

ditujukan bagi Pemerintah Daerah, lembaga teknis, serta pemangku
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kepentingan lainnya yang berperan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan
bencana.

Pertama, diperlukan penguatan kelembagaan dan koordinasi antarinstansi
dalam pengelolaan penanggulangan bencana. Pemerintah Daerah melalui
BPBD bersama perangkat daerah terkait seperti BAPPEDA, Dinas Sosial,
Dinas PUPR, dan aparatur kecamatan serta desa perlu membangun
mekanisme koordinasi yang lebih efektif, baik dalam tahap pra-bencana,
tanggap darurat, maupun pascabencana. Pembentukan forum koordinasi
penanggulangan bencana di tingkat kabupaten dan desa menjadi langkah
penting untuk memastikan setiap kegiatan penanganan bencana berjalan
sinergis dan terarah.

Kedua, kajian risiko bencana perlu dijadikan dasar dalam perencanaan
pembangunan daerah. Dokumen kajian risiko bencana yang telah disusun
harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta rencana
sektoral lainnya. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat
mempertimbangkan aspek risiko bencana dan berorientasi pada pengurangan
potensi kerugian di masa depan.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan  secara
berkesinambungan. Masyarakat merupakan pelaku utama dalam upaya
mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan,
sosialisasi, simulasi, dan pembentukan kelompok masyarakat siaga bencana
(KMSB) harus terus dikembangkan. Pemerintah daerah perlu mendukung
dengan kebijakan dan anggaran yang memadai agar kapasitas masyarakat
dalam mengenali risiko, menyusun rencana evakuasi, dan melakukan
pertolongan pertama dapat terus meningkat.

Keempat, pengembangan sistem informasi dan teknologi kebencanaan
perlu diperkuat untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang cepat
dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran peringatan dini,
pemetaan risiko, serta pelaporan kejadian bencana akan sangat membantu
dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Kelima, peningkatan kompetensi aparatur dan relawan harus menjadi
agenda rutin pemerintah daerah. Aparatur di tingkat kabupaten, kecamatan,
dan desa perlu dibekali dengan pelatihan teknis, bimbingan manajemen
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tanggap darurat, serta penguatan kemampuan komunikasi krisis. Dengan
demikian, seluruh elemen pelaksana memiliki pemahaman dan kemampuan
yang seragam dalam menghadapi situasi bencana.

Akhirnya, diperlukan komitmen dan dukungan politik dari pimpinan daerah
untuk memastikan keberlanjutan program ini. Dukungan regulasi, kebijakan,
serta penganggaran yang memadai akan menjamin bahwa strategi percepatan
penanggulangan bencana berbasis kajian risiko dan pemberdayaan
masyarakat dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat Kabupaten Kepahiang.

Dengan penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan
Kabupaten Kepahiang mampu mewujudkan tata kelola penanggulangan
bencana yang terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan, serta menjadikan
masyarakatnya lebih siap dan mandiri dalam menghadapi berbagai potensi

bencana di masa mendatang.

Lesson Learned

Pelaksanaan proyek perubahan “Strategi Percepatan Penanggulangan
Bencana Berbasis Kajian Risiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kabupaten Kepahiang” memberikan banyak pelajaran berharga yang
memperkuat kapasitas organisasi dan memperkaya pengalaman
kepemimpinan di bidang kebencanaan. Salah satu pelajaran utama yang
diperoleh adalah pentingnya kepemimpinan kolaboratif dalam mewujudkan
perubahan. Proses percepatan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana
(KRB) tidak dapat dilakukan secara parsial oleh BPBD semata, melainkan
membutuhkan kerja sama lintas sektor, baik antar-Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), pemerintah desa, lembaga pendidikan, maupun masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa data dan informasi
kebencanaan yang akurat merupakan fondasi utama bagi setiap keputusan
penanggulangan bencana. Proses pengumpulan dan integrasi data dari
berbagai sumber mengajarkan bahwa tanpa basis data yang valid dan
terbarukan, kebijakan penanggulangan bencana berpotensi tidak tepat

Sasaran.
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Dari sisi sosial, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan KRB
memberikan pembelajaran penting mengenai makna pemberdayaan
masyarakat. Melalui pelatihan, forum diskusi, dan kegiatan desa tangguh
bencana, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek
aktif yang memahami risiko dan mampu mengambil langkah mitigasi secara
mandiri. Proses ini meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil dokumen
KRB sekaligus memperkuat ketangguhan lokal dalam menghadapi potensi
bencana di wilayahnya.

Akhirnya, pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam bahwa
setiap inovasi dan kolaborasi perlu diiringi dengan monitoring dan evaluasi
berkelanjutan agar hasil yang dicapai dapat diukur dan ditindaklanjut. Sistem
evaluasi yang adaptif dan berbasis hasil diperlukan untuk memastikan bahwa
dokumen KRB tidak hanya selesai disusun, tetapi juga benar-benar

dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
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SK TIM PENGUMPULAN DATA PENYUSUNAN
DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA

"
IR T

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR. 100.3.3.2/ 24y / BPBD-KPH/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGUMPULAN DATA
PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kepahiang potensi bencana banjr,
tanah longsor, gempa bumi dan letusan gunung api yang
berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat
saat ini. Potensi bencana tersebut memeriukan suatu
upaya penanggulangan bencana yang matang terarah dan
terpadu. Penanggulangan bencana di Kabupaten

" Kepahiang saat ini berupa pencegahan dan mitigasi;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan dokumen

’ kajian risiko bencana kabupaten kepahiang tahun 2025,
maka diperlukan tim unmtuk melakukan pengumpulan
data-data yang berkaitan. dengan penyusunan Dokumen
Kajian Risiko Bencana sebagaimana diatur dalam pasal 36
ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bentana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Pelaksana Pengumpulan Data

Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten
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Mengingat

Kepahiang Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1
Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 103};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis
Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian
Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Tim Pelaksana Pengumpulan Data Penyusunan Dokumen
Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepahiang Tahun 2025
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati

ini.

Tim Pelaksana Pengumpulan Data Penyusunan Dokumen
Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepahiang Tahun 2025,
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1.

Memberikan data dan informasi secara substantif untuk
kepentingan penyusunan dokumen kajian risiko
bencana;

Mengawal proses penyusunan dokumen kajian risiko
bencana Kabupaten Kepahiang dan bertanggung jawab
terhadap kualitas dokumen kajian risiko bencana
Kabupaten Kepahiang; dan

Menindaklanjuti dokumen kajian risiko bencana
Kabupaten Kepahiang dalam pengarusutamaan pada
pelaku dan dokumen perencanaan lainnya.
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: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan 31 Oktober 2025 dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahinng
Pada tanggal § A6NS 2025

BUPATI KEPAHIANG,

|
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Lampiran Keputusan Bupati Kepahiang

Nomor :100.3.3.2/24) /BPBD-KPH/2025

Tanggal : 2§ Augs 2025

TIM PELAKSANA PENGUMPULAN DATA
PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA

KABUPATEN KEPAHIANG

Kabupaten Kepahiang

TAHUN 2025

NO PERSONIL TIM JABATAN DALAM TIM

1. | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan -
BPBD Kabupaten Kepahiang

3| Sckretaris BPBD Kabupaten Kepahiang Wakil Ketua

5| Analis Anggaran BPBD Kabupaten Kepahiang Selaretaris

4. | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian o
Penyakit Dinas  Kesehatan  Kabupaten
Kepahiang

5. Mmmr.umwmmmm Anggota
Kepahiang

6. | Kepala Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Angeeta
Permukiman PUPR Kabupaten Kepahiang

7. |Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR seem
Kabupaten Kepahiang

8. | Kepala Bidang Analisis Dampak Lingkungan, Anggota
Sarana Prasarana Teknologi dan Perizinan
Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten
Kepahiang

9, xemamn;mmnmnmam Anggota
Kabupaten Kepahiang

10, | Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Anggota
Dinas PMD Kabupaten Kepahiang

11. | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Anggota
Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang

12. | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Anggota




——
Analis
Kedarura

Kepahia

BPBD K

n

“Kebencanaan Ahli  Muda Bidang Anggota
tan dan Logistik BPBD Kabupaten

Analis Mitigasi Bencana Bidang Kesiapsiagaan Anggota
abupaten Kepahiang
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RAPAT TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KRB




ABSEN RAPAT

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KRB

PEMERINTAN KABUFATEN KIPALRANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN

MALAN LOULOME L SANTOAD MO 2J% UNTAL 61 FAsmasc (e

KEFANIANG

DAFTAR HADIR

KEGIATAN RAPAT PINYUSUNAN DOKUMEN KANAN RISIKO BENCANA
(BPSD) KABUPATIN KEPAHIANG

TAHUN ANGGARAN 2025
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TABEL JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
AGUSTUS | §EEEM$§R OrKTOVBERﬁi

KEGIATAN TE——T—

2 [
1 | MINGGU 1: Persiapan Awal | |

: Pembentukan tim kerja dan penyusunan rencana kerja terpennci m
2 MINGGU 2 : Persiapan Teknis | V=
. Internalisasi rencana dan metodologl kerja;
Penyediaan peta-peta tematik yang mendukung keakuratan data
hasil kajian risiko bencana;
Pengumpulan [teratur/ referensi yang dibutuhkan dalam melakukan
kajian
Penyediaan data faktual kebencanaan daerah;
Penyusunan daftar kebutuhan data untuk penyusunan peta risiko
| bencana (data bahaya dan kerentanan)
Penyusunan peta bahaya dasar sebagai acuan dalam melakukan
| survey dan pengambian data
Menyusun metodologi survey dan pengambilan data di lapangan
| yang melibatikan masyarakat
Rencana aksi pemberdayaan masyarakat berbasis risiko Bencana
3 Minggu 3 | | |
Pembekalan Tim Survei Relawan [ | |
‘ Survei lapangan dan pemetaan wilayah rawan bencana '
. Pendataan Relawan Tangguh Bencana L 1 | . -
4 MINGGU 4 | [ ] |
' Rapat Konsinyering Tim Substansi [ || _ -
5  MINGGU 5 Ty |

' Drafting 1 Kajian Risiko Bencana N .
1

9

6  MINGGU 6
| Asistensi BNPB ‘
Drafting 2 Kajian Risiko Bencana [ ] - .
7 MINGGU 7 [ 1 | NN
 Pelaksanaan Diskusi Publik || ] N T -
' Sosialisasi dan pelatihan relawan tangguh bencana ‘ '
8 MINGGU 8 ' | T gl [ ] -—‘]

Final Dokumen KR8 ‘ | |
Penetapan SK Bupati relawan tangguh bencana
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METODOLOGI KAJIAN RISIKO BENCANA

A. METODOLOGI KAJIAN RISIKO BENCANA

Kajian risiko bencana merupakan acuan dalam menentukan pilihan tindakan sebagai
bentuk intervensi yang dilakukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul.
Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut
antara lain adalah berupa pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pengalihan risiko
bencana.

Secara umum, metode pengkajian risiko bencana dapat dilihat pada gambar 6 dibawah.
Metode yang diperlihatkan tersebut merupakan metode yang ditetapkan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagal dasar pengkajian risiko bencana
pada suatu daerah., Berdasarkan metode ini, suatu pengkajian risiko bencana akan
menghasilkan gambaran spasial dalam bentuk peta risiko bencana. Selain Itu haslil dari
pengkajian juga dapat memperlihatkan tingkat risiko bencana suatu daerah dalam
dokumen pengkajian risiko bencana.

POMCUAT AN HEM AR AM O A
WELEMEACAAN

PARCHANAN RIMNO A

P RLNCANANS TP ABY

PEINC EMBANCAM ST TEM INFORMAN,
R AT S Lo

PERAICANAN TEMA TS KANAS AN

RAWAN BEMCAMA

PEMCRA T AN P OXIVIT AY

PERCEGANAN & MITIGAS) BENCANA

PRNGUAT AN RE MAFUACAAN O AN
_ PERANGANAN DARURAT BENC AMA

Sumber: Didaptasi dan Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012
Gambar 1. Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana

Peta Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah menjadi dasar
minimum untuk penyusunan kebijakan dan perencanaaan penanggulangan bencana
daerah. Asumsi dan pendekatan yang digunakan pada Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tersebut masih relevan untuk digunakan
dengan beberapa penambahan dan penyesuaian. Penambahan dan penyesuaian



dibutuhkan agar Pengkajian Risiko Bencana yang dilakukan dapat terjamin konektivitas
dan sinkronisasinya dengan konsepsi arah pembangunan nasional pada RPJMN yang
difokuskan tferhadap penurunan risiko bencana pada daerah-daerah pertumbuhan
ekonomi. Oleh karena itu pada tahap ini dibutuhkan koordinasi yang baik antara konsultan
sebagai pelaksana kegiatan dengan pusat (BNPB) dan daerah (BPBD).

Pengkajian risiko bencana memiliki prasyarat umum yang harus diikuti. Prasyarat umum
tersebut adalah :

Memenuhi aturan tingkat kedetilan analisis (kedalaman analisis di tingkat nasional
minimal hingga kabupaten/kota, kedalaman analisis di tingkat provinsi minimal hingga
kecamatan, kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat
kelurahan/desa);

Skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk provinsi; peta dengan skala 1:50.000 untuk
kabupaten; peta dengan skala 1:25.000 untuk kota.

Mampu menghitung jumliah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa).

Mampu menghitung nilai kerugian harta benda (dalam satuan rupiah) dan kerusakan
lingkungan (dalam satuan hektar).

Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan
rendah.

Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (30 x 30 m?) dalam pemetaan risiko bencana.
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PETA TEMATIK KABUPATEN KEPAHIANG

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
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DATA FAKTUAL KEBENCANAAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
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DATA KEBUTUHAN DATA DASAR PENYUSUNAN DOKUMEN KRB

KEBUIUHAN DATA
PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA
No. Jenis Data Bentuk Data Format Data Keterangan Somber Data
1. | 1 Pcia Admamnistrast - Bersifat ressm (batas
Wilayah KabupatenKota Spasial Digital GIS / wilayah vang sah) PUPR
2 Peta Penggunaan [ahan Shapefile - Peta Dasar dalam RT/RW
2. | Jumilah Penduduk Tabular Excel/Word/PDF Data Agrerar Kependndukan
Berdasarkan Jemis File
Kelamin Dinas
3. | Jumilah Penduduk Tabular Excel/Word PDF Data Agrerar Kependudukan Duiccapil
Berdasarkan Kelompok File
Ummnr'Usia
4 | Jumish Peaduduk Miskin Tabular ExcelWord PDF Data yang digunskan dalamn
Filc poends t sosial tmgek
kabupsten Dinas Soszal
5. | Jumizh Penyandang Tabular Excel/Word PDF Data yang digunakan dalam
Disabilitas/Cacat File pendataan bantusn sosial tingkat
kabupaten .
6. | Dokmmen RPIMD Dokaumnen ExcelVWord File Dokumen BAPPEDA
Nilai Penggantian Tabular Excel/Word PDF Standar nila: rupiah
7. | Kcruszkan Bangunan File porbengumanscperti rnah
akabst bencana [Esilitas mmen Esbitss knas)
mmiuk penggamtian kerusakan BPBD
(Roszk Ringan Sedang dan
beratlalnbat bencana.
8 | Indikstor ketzhanan Tabalar Excel Data Ketahanan Daerzh terbarn
dacrsh yang sudsh disctujui BNPB
9. | Sejarah Kejadian Bencana 1. Spasial 1. Dezital GIS Data sejarah kejadian bencana
2 Dokimncen fShapchilc dalam Kimun wekiu 10 tahun
/Tabular 2. Word/PDF File teraklur (berbasis koordinar)
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APLIKASI SURVEY KEBENCANAAN DAN
SOSIALISASI APLIKASI SURVEY
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SURVEY LAPANGAN SEKALIGUS SOSIALISASI AWAL
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PEMETAAN WILAYAH RAWAN BENCANA

TABEL KAJIAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI BENGXULY
TAMUN 2025 - 2029

|saruR BERMANI IUR Keban Agung a32a| 11997 035] 168.57 | SEDANG
[BANNR BERMANI IUR Kota Agung 2214 4369 0 70.83 | SEDANG
| EE BERMAN! ILR Kembang Seri 3780] 15417 0] 19197 | SEDANG
) BERMAN! IUR Pagar Agung 155.16| 14841 o] 303.57 | RENDAM
[BANsR BERMAN! ILUR Embong Huk €312 4275 0 11187 | RENDAH
[BANSR BERMANI IUR |Gunung Agung 6.12 2349 0] 2561 | SEDANG
|sANIR BERMANI IUR [Talang Pito 10.26 13.55 0f 2355 | SEDANG
[3AmnR BERMAN! ILR |Ginto Mandi 2.70 50.04 0l 5274 | SEDANG
[BANIR BERMANIT IR Lembur Larma of 2259 009 2268 | SEDANG
|2anua BERMANI IUR [Taba Baru o 144 0} 1.44 | SEDANG
{8anuiR BERMANI IUR 3ty Belarik of 855 0l 855 | SEpanG
[BANSR BERMANI ILIR Embong Sido 0 1854 0] 1858 | SEDANG
[Bann® BERMAN! IUR Talang Sswah o 594 [ 554 | SEDANG
[sanna |BERMANI IUR Sosokan Cinta Mand 4.41 3258 ol 3693 | SEDANG
| YT BERMANI IR Muara Langkap 286 57.51 0l 3037 | SEDANG
|3ansR BERMANI IR Cinta Mandi Baru 5.49 0| 543 | SEDANG
[2ANnR UIAN MAS Ujan Mas Atas 92| 12582 ol 15055 | SEDANG
[3AnnR UIAN MAS Daspets 432 68.58 0.18 73.08 | SEDANG
|sarum UIAN MAS [Suro Lembak 5.76 1782 o] 2358| siDanG
|BariR UIAN MAS Tanjung Alem 65.79| 15786 0f 22365 | SEDANG
[BANsR UIAN MAS ISuro ilir 75.85 7713 17.73| 17172 | SEDANG
|2annr UIAN MAS [Suro Muncar 39 33 4347 1548 3828 | SEDANG
|sansr UIAN MAS [Suro Bary 711 45.72 2349 7632 | SEDANG
|sanuR ULAN MAS Pelalongan 324 828 o] 1152] SEDANG

POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)

KELOMPOK RENTAN
PENDUDUK KELAS

L 10 11 12 13 14
932 111 146 69 7 SEDANG
0 0 0 0 O RENDAH
492 101 78 59 8 RENDAM
547 102 89 117 3 RENDAH
1,686 110 219 288 9 SEDANG
18 116 2 3 O] RENDAH
48 110 6 8 0] RENDAH
264 105 30 70 a SEDANG
0 0 (&) O O] RENDAH
0 0 0 0 O RENDAH
0 0 0 0 O RENDAH
405 116 51 55 O] SEDANG
0 0 (8] 0 O] RENDAH
8508 105 90 203 0] SEDANG
159 117 17 16 2 RENDAH
0 0 0 O O] RENDAH
0 0 0 0 O] RENDAH
0 0 0 0 0] RENDAH
0 0 (8] 0 0] RENDAH
991 103 117 107 3 RENDAKH
662 95 88 92 1 RENDAH
13 108 2 1 O RENDAH
90 102 12 8 O] RENDAH
0 0 0 0 O] RENDAH
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KLLAS

KERENTANAN
" 1
116085 o
of o
546.04 ol
905.35 of
1.067.50 o]
2237 of
30.00 | RENDAM 22.52 | RENDAH 52.52 | RENDAH 0] RENDAW RENDAH
395.57 | RENDAM 70.76 | RENDAM 466.34 | RENDAH 0] RENDAM RENDAN
0] RENDAM 3877 | RENDAM 3877 | RENDAW 0]  RENDAM RENDAH
0] RENDAM 2.71 | RENDAM 271 | RENOAM 0 RENDAM RENDAM
0] RENDAH 16.08 | RENDAH 16.08 | RENDAH 0|  RENDAH RENDAH
163463 | TINGGI 37.74 | RENDAH 1,652.38 | SEDANG 0]  RENDAH SEDANG
0] RENDAM 1117 | RENDAM 1117 | RENDAM 0] RENDAM RENDAN
255087 | TINGG! 3894 | RENDAH 258981 | SIDANG 0] RENDAH SEDANG
14001 | RENDAM 34041 | TINGGI 48041 | SEDANG 2]  mENDAM SEDANG
0] RENDAH 845 | RENDAM 8.46 | RENDAH 0] RENDAM RENDAM
0] RENDAM 243.46 | TINGG! 443.46 | SEDANG 0| RENDAM SEDANG
0] RENDAH 124.09 | SEDANG 124.09 | RENDAM o] RENDAH RENDAM
0] RENDAM 3352 | RENDAM 3352 | RENDAH 0] RENDAW RENDAM
427429 | TINGG! 1,903.14 |  TINGGI 617743 | TINGGI 1]  RENDAM SEDANG
0| RENDAH 149.48 | SIDANG 149.48 | RENDAM o| RENDAM RENDAM
0] RENDAM 104.18 | SEDANG 104.18 | RENDAW 0] RENDAW RENDAM
155.35 | RENDAH 28211 | TINGG! 437.47 | SEDANG o] RENDAM SEDANG
0] RENDAM 97.75 | SEDANG $7.75 | RENDAM 1| RENDAM RENDAM
RISIKO
LUAS (MA)
| SEDANG. ora | O
24 n »n n n » 0 n n
0.52 0.410 0454 | SEDANG 4509| 12348 0] 16857 | SEDANG
0.52 0.410 0.454 | SEDANG 3087 39.96 0) 70.83 | SEDANG
0.52 0.410 0.454 | SEDANG 5661 135.36 0] 19197 ] SEDANG
0.52 0.410 0.454 | SEDANG 16542 | 13815 0] 30357 ]| RENDAM
0.52 0.410 0.454 | SEDANG 86.04 25.83 0] 11187]| RENDAH
0.52 0.395 0445 | SEDANG 29.16 0.45 0| 2061 | RENDAH
0.52 0.380 0.436 | SEDANG 241 1.44 0| 2385 | RENDAH
0.52 0.320 0.400 | SEDANG 51.21 1.53 0| 52.74 | RENDAH
0.52 0.261 0.365 | SEDANG 2268 0| 0| 2268 | RENDAH
0.52 0.249 0.357 | SEDANG 144 0| 0| 144 | RENDAH
0.52 0.320 0.400 | SEDANG 8.55 0| 0| 855 | RENDAM
0.52 0.407 0452 | SEDANG 16.02 252 | 0| 1854 | RENDAH
0.52 0.315 0.397 | SEDANG 5.94 [ 0| 594 | RENDAM
0.52 0.311 0.394 | SEDANG 2943 7.56 0| 3699 | RENDAM
0.52 0.320 0.400 | SEDANG 35.73 44.64 0] 8037 ] SEDANG
0.52 0.320 0.400 | SEDANG SA9 | 0| 549 | RENDAM
0.52 0.283 0.378 | SEDANG 5310| 107.46 0| 16056 | SEDANG
0.52 0.320 0.400 | SEDANG 7.29 65.79 0| 73.08 | SEDANG
0.52 0.301 0.389 | SEDANG 2358 o| 0| 2358 | RENDAW
0.52 0.309 0.393| SEDANG 6939]| 154.08 018 22365| SEDANG
0.52 0.290 0382 | SEDANG %684 74.88 0] 17172 | RENDAM
0.52 0.324 0402 | SEDANG 55.80 42.48 0| 9828]| RENDAH
0.52 0.410 0.454 | SEDANG 20.34 55.98 0| 76.32 | SEDANG
0.52 0.322 0401 | SEDANG 5.58 5.94 0| 1152 | SEDANG
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PENDATAAN KOORDINATOR RELAWAN TANGGUH BENCANA KECAMATAN

DAFTARNAMA KOORDINATOR KECAMATAN

RELAWAN BENCANA KABUPATEN KEPAHIANG

No. Nama Koordinator Kecamatan No.HP

1. | EfraSaputraAmd Muara Kemumu 0822-8208-9127
). | Supran Kumiadi Kepahiang 0812-7339-7483
3. | Febryansyzh S1Kom Mengi 0831-9300-2691
4. | UzamilrvanSyah ] Kabawetzn 081347226331
5. |JerigandaPuira Tebat Kara 0831-0290-3021
6. | Bayu Oktoro Sakii Seberang Must 0822-8928-3398
7. | Spinku Berjaya Bermani [lir 0822-8214-9883
8. | MDjorgi Septiani Uan Mas 0857-6402-2764
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RAPAT KONSINYERING TIM SUBSTANSI
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DAFTAR REVISI/PENYESUAIAN SUBSTANSI

- Ra— INDEKS INDEKS TINGKAT
o | 0SS | s
1|Perkuatan Kebijakan dan Kelambagaan 0.88
2|Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0.60
3|Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 0.82
4|Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0.80 0.66 SEDANG
5|Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0.78
6 |Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0.66
7|Pengambangan Sistem Pemulihan Bencana 0.24
Penilaian Nilai IKD sebelum dilakukan
" — WS | ams | s
LD DAERAH DAERAH
1|Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 088
2|Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 023
3|Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 081
4|Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0.65 0.62 SEDANG
5|Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 078
6|Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 066
7|Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 04

Penilaian Nilai IKD setelah dilakukan penyesuaian substansi
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PEMETAAN PERMASALAHAN TEKNIS DAN SOLUSI

AXAR MASALAN, LOKAS! FOXUS, DAN REXOMENDASI AXSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN KEPAHIANG

A BANSR

AKAR MASALAM

NI
N

ASIAX

Suro) secans

1. Adanya luapan arvs Balk pada sakuran alr 1. Pengeruban bendungan (Danay
(2nah sungal, drainase, 1) yang : berkals untuk mengurang sedimentatl yang
bermuara & Dandu Suro abdat Ujan Mas (Desa Ak tetam) |__beeietihan
pendangtalan bendungan PLTA Muy 2. Permasangan Pintu Alr pada muara saluran air
(Danau Swro) {drainase dan anak sungal) yang dermuara ke
Danau Suro untuk mencegah arus balis ketika
unhve Oalng permukaan air bendurgan naik
ks cormaton 3 Pasang slat deteks) lingg) muka air sungal yang
terhubung dengan sistem peringatan ke warga
1. Drainase perkotaan yang kecl dan tidak Kabawetan [Desa Mekar | 1. Peningkatan kapasitas saluran drainase dengan
3da 32\ an pembag debit air, El memperbesar dimens saluran drainase
mengabdatian tdak mampy Tebat Karal (Pagar Alam)
menampung beban 3l yang mengalird 2. Pembuatan saluran pembagl debit air yang
dranase tersebat diarahian ke sungal terdekat atau saluran kota
yang lebih besar
3. Belum optimalnya fungsi drainase yang Kabawetan (Desa Mekar 1. Pengerukan sedimentasi secara natin agar
3da Larend sedimen tanah dan sampah . kapayitas drainase kemball optimal
Kec. Tebat Karal (Desa Taba Akr | 2. Peningkatan sistem pengangkutan sampah rumah
Pauh, Pagar Alam) tangga agar warga tidak membuang ke drainase
3. Perbanyak TPS/TPST dekat permukiman ___
4 dan s
S Sanksl hukum bagl pembuang sampah
- SEmBITANEan
4. Adanyas pemukiman warga yang berada  |Kec. Tebat Karal (Desa 1. Pembangunan kolam retens! di ares cekungan
pada daerah dengan kontur daerah Inm‘n'mm sebagal tampungan sementara saat hujan
cekungan yang tidak memiiiki saluran air 2. Pembangunan saluran drainase dengan
buangan mempertimbangkan kontur dan titik terendah
cekungan yang diarahkan ke kolam retenst, saluran
al, terdekat
S. Adanya pemukiman masyarakat Seberang Musl (Desa Alr | 1. Pebangunan tanggy! sungai di sisl kanan-kiri
terdampak karena tidak ada tanggy! FI sungai pada wilsyah padat penduduk atau lahan
sungal dan berads pada titik Kec. Ujan Mas (Desa Ujan Mas produkel
kritis/belokan aliran sungal. Bawah) 2. Pembangunan bronjong di tebing sungal yang
rawan longsor untuk memperiambat erosi di sisi
| Juat iekukan suneal
3. Penanaman vegetasi penahan erosi di sepanjang
bantaran sungal, terutama di thungan luar sungai
4. Pembangun tanggul kecil untuk melindung! area
S. Soslalisasi risiko tinggal di lekukan sungal (rawan
_longior tebing dan banjr)
6. Pendanghalan dan penyempitan anak  [Kec. Bermani lir ([Desa Keban | 1. Pengerukan sedimen secara berkala untuk
sunga! air angiap Agung) mengembalikan kedalaman anak sungai air
B 1 2. Pelebaran sungs! i TRIK T Kritis 3gar Gebt air
Diss mengallr denganlancar

81




AKAR MASALAH LOKASI FOKUS REKOMENDAS! AKSI

1. Masih banyaknya rumah warga yang Kec, Kabawetan, Ujan Mas, 1. Penyusunan standar kontruksl bangunan yang
menggunakan konstruksl bangunan semi |Bermani llir, Muara Kemumu, dapat menahan angin di wilayah rawan cuaca

permanen, sehingga ketika terfadi angin | Kepahlang

—clatim
2. Sosialisas standar bangunan tahan angin kencang

. - | ekstrim)
Cuaca ekstr
tersebut terbang/rusak
0. GEMPABUMI
AKAR MASALAN | LOKASI FOKUS | REKOMENDASI AKSI

1. Adanya potensi gempabumi vulkank darl [Kabupaten Kepahlang 1. Soslalisasl dan penerapan standar bangunan ramah
Gunung Kaba dan dampak tidak langsung gempa
dari sesar semangko mengakibatkan
kerusakan rumah masyarakat
2. Struktur bangunan belum sesual dengan [Kec. Ujan Mas (Desa Bumi Sarl, | 1. Penerapan kontruksi bangunan ramah gempabumi,
standar ramah gempa |Daspetah) balk bangunan untuk fasiiitas umum maupun
rumah penduduk
3. Standar rumah ramah gempa belum 1. Pengintegrasian Konstruksi bangunan ramah
diatur dalam PBG Kabupaten Kepahlang gempa kedalam PBG (bersifat wajib khususnya
didaerah rawan gempa)
E. KEBAXARAN HUTAN DAN LAHAN

AKAR MASALAH LOKASI FOKUS REKOMENDAS! AKS!

Kec. Bermani lir{ Desa Pagar 1. Penggunaan teknologl tepat guna dalam metode
cara dibakar Agung dan Muara Langkap) alternatif pertanian dan perkebunan tanpa bakar

2. Soslalisasi pemanfaatan teknologl tepat guna
dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan
berkelanjutan tanpa bakar

3, Penegakan hukum terhadap pembulkaan lahan
d ra m Kar

AKAR MASALAH LOKASI FOKUS REKOMENDASI AKSI

1. Kesulitan akses air bersih untuk daerah  |Kec. Tebat Karal (Desa Talang . Pemasangan pompa bertekanan tinggl atau sistem
ketingglan karena keterbatasan pasokan |Karet, Tebing Penyamun, booster pump untuk mendorong aliran air dari
dari PDAM Peraduan Binjal, Tertik, PDAM menuju wilayah perbukitan/ketinggian

Penanjung Panjang Atas,
Penanjung Panjang) 2. Pembangunan reservolr/tandon alr di elevas leblh

Kec. Merig (Desa Batu Ampar) tinggl, sehingga distribusi alr bisa dilakukan dengan

3. Perluasan Jaringan pipa PDAM ke daerah yang sulit

4, Pemanfaatan mata air lokal di daerah perbukitan
yang bisa diolah dan disalurkan ke masyarakat

G. LETUSAN GUNUNGAPI KABA
AXAR MASALAH | LOKAS! FOKUS | REKOMENDASI AKSI
1. Banyaknya perkebunan yang berada pada|Kec. Kebawetan, Kepahiang, 1, Pembangunan falur dan peta jalur evakuasi yang
Ring 1, 2, 3 KRB Gunungapi Kaba yang  |Merigl, Muara Kemumu, langsung menuju zona aman
belum memiliki jalur evakuasi Seberang Musl, Tebat Karal, 2. Pemasangan rambu evakuasi
Ujan Mas
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EXOME

x.wmwanm

|___penyelamatan diri s3at gempa
2. Simutasi evakuasi darurat untuk mengurangi risiko
korban saat gempa besar (khususnya di kawasan

tawan likuefaksl)
3. Pelarangan adanya pembangunan baru di kawasan

4. Relokasl warga darl 2ona rawan tinggl lkuefaksi ke
lokasi aman, terutama untuk sekolah, fasilitas
kesehatan, dan pemukiman padat

1. TANAM LONGSOR
AKAR MASALAN

1. Tidak adanya penahan tebing (hanya
ditumbuhi oleh semak belukar berakar

Kec. Kepahiang (Desa Bogor
Baru)

REKOMENDASI AKS!
1. Pembangunan struktur penahan tebing (talud /
bronjong), khususnya pada tebing yang berada
atau berbatasan langsung dengan kawasan
pemukiman, perkantoran, dan jalan (nasional,
provinsi, kabupaten)

2. Penanaman vegetasi berakar dalam seperti bambu
atay pohon keras lokal yang mampu memperkuat
tanah

Perbaikan / penggantian gorong-gorong lama
dengan material lebih kuat dan dengan kapasitas

—yang sesuaidebit air
1. Pengalihan / penataan aliran pembuangan

6. Pembuangan air drainase yang langsung [Kec. Ujan Mas (Desa Cugung
ke lereng Lalang) drainase ke saluran pembuang terkontrol (parit,
Kec. Kepahiang
2. Penerapan standar teknis drainase
perkotaan/lingkungan agar saluran pembuang
tidakmengarahkelerengtorbyka |
7. Pembuangan limbah rumah tangga yang llx.lemanllrtbesutn 1. Pembangunan septic tank komunal atau Instaiasi
langsung ke lereng bukit Belarik) Pengolahan Air Umbah (IPAL) skala lingkungan
2. Pengalihan pembuangan saluran pembuangan
limbah rumah tangga yang diarahlkan ke septic
tank atau kolam pengolahan limbah
3. Pengawasan dan sanksi hukum bagi warga yang
masih melakukan pembuangan Embah rumah
1a0ega ke lereng terbuka
8. Alih fungsi tebing menjadi pemukiman  [Kabupaten Kepahiang Penerapan larangan pembangunan baru di tebing
curam (>30°) melalui aturan RTRW/RDTR
9. Pembangunan pemukiman di kawasan  |[Kabupaten Kepahiang Penertiban dan pengawasan permukiman di

berisiko tanah longsor tanpa izin

kawasan lereng yang tidak sesual dengan PBG
(Persetujuan
Baneunan dan Gadune!
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DRAFT 1 DOKUMEN KRB

® e |® *

Penyusunan

Peiyusynan

Kajian Risiko Bencana LAPORAN
S S0 LAPORAN Kabugaten Kepnhlang ‘ PENDAHULUAN
Kabupaten Kepahiang | PENDAHULUAN a5
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DOKUMENTASI ASISTENSI BERSAMA BNPB




CATATAN HASIL ASISTENSI DRAFT DOKUMEN KRB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telopon: 021-2082 7703, Faksimile: 021-2128 1200
Sltus: hitp:/Awww.bnpb.go.id

BNPB

BERITAACARA 1
ASISTENSI DOKUMEN KRB KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025
NOMOR: BA-100 /KRB AST/PERB/SS.01.02/07/2025

Pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 telah dilaksanakan asistensi penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten
Kepahlang dengan catatan sebagai berfkut:

1.

Tim Asistensi Nasional KRB memberikan masukan dan saran kepada BPBD dan Tim Penyusun KRE dengan poin

penting sebagal berikut:

a. Perlu menambahkan periode KRB, misalnya perfode 2025-2029,

b. Pada penyakit potensi kejadian luar biasa perlu dicek kembali, fokusnya adalah pada penyakit yang membahayakan
manusia. Jika memungkinkan dapat ditambahkan.

¢. Pada bahaya lelusan gunungapi dapat ditulis letusan gunungapl Kaba,

d. Pada rumusan risiko, nomenklatur yang digunakan adalah bahaya, bukan ancaman.

BPBD Kabupaten Kepahiang bersama tim penyusun akan menindaklanjuti masukan pada point 1;

mmummmtmmmmﬂm.:&uﬂnmmmm”mnm

dilakukan asistensi tahap selanjutnya;

0id=351306174#g|d=351306174
BNPB tidak dapat melakukan asistensi apabila ada yang belum ditindaldanjuti pada sheet Lembar Monitoring;

Daftar Tim Asistensi KRB, BNPB:

1

Edy Suryawan Purba

2

Putri Wibawanli
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DOKUMENTASI DISKUSI PUBLIK
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DAFTAR MASUKAN STAKEHOLDERS

DAFTAR MASUKAN DAN SARAN
DATA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA (KRB) KABUPATEN KEPAHIANG

TAHUN 2025

'NO.

DINAS

MASUKAN/SARAN

Penyelesaian Masukan/Saran/Solusi

DINAS PMD

Pada batas administrasi
dokumen KRB, bagaimana jika
baiknya menggunakan data
administrasi terbaru meskipun
batas administrasi yang
terverifikasi masih 42 desa dari

105 desa.

Pada penyusunan dokumen KRB, data
batas desa yang digunakan harus data
yang sudah

resmi/mempunyai aturan, karena tidak

secara  keseluruhan
mungkin menggunakan data yang belum
full verifikasi, namun jika nanti data
batas administrasi sudah selesai 105
desa dan resmi, maka dokumen KRB bisa
dilakukan revisi kembali di tahun ke-3.

BAPPEDA

Terkait akar masalah, lokasi
fokus dan rekomendasi aksi
pengurangan risiko akankah
lebih baik jika dilengkapi dengan
tabel OPD terkait/OPD yang
menangani aksi pengurangan
risiko agar tidak ada nya
kekeliruan dalam penanganan
risiko bencana serta aksinya
untuk pembangunan Kabupaten

Kepahiang kedepannya.

Untuk penambahan tabel OPD terkait
yang menangani aksi pengurangan risiko
nantinya akan dilakukan pemetaan
ketika dokumen KRB sudah resmi dan
dilanjutkan

dokumen RPB.

dengan penyusunan
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Dinas PUPR

Pada Lokasi Focus, lebih baik
meletakkan nama kecamatannya
snja dikarenakan jika meletakan
nama desa secara spesifik
dikhawatirkan ada beberapa
desa yang dikemudian  hari
memiliki bencana yang sama
namun tidak diprioritaskan,
tetapi jika ada dinas terkait yang
bertugas dan mampu
mengkoordinir desa  secara
keseluruhan untuk memberikan
pemahaman secara detail ke
desa, maka desa secara spesifik
bisa untuk disebutkan

Pada lokasi focus diubah dengan skala
kecamatan
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DOKUMENTASI KEGIATAN LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI
DAN PELATIHAN
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DOKUMEN KRB DAN SK PENGESAHAN DOKUMEN KRB
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DOKUMEN KRB DAN SK PENGESAHAN DOKUMEN KRB

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR. 100.3.3.2/ 303 / BPBD-KPH/2025

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA (KRB)

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025-2029

BUPATI KEPAHIANG,

bahwa Kabupaten Kepahiang potensi bencana banjir,
tanah longsor, gempa bumi dan letusan gunung api yang
berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat
saat ini. Potensi bencana tersebut memerlukan suatu
upaya penanggulangan bencana yang matang terarah dan
terpadu.  Penanggulangan bencana di Kabupaten
Kepahiang saat ini berupa pencegahan dan mitigasi;
. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, setiap
dacrah perlu menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana
sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana;
. bahwa Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten
Kepahiang Tahun [2025-2030] telah disusun oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang
bekerja sama dengan perangkat daerah terkait;
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan 2, perlu menctapkan Surat Keputusan
Kepala BPBD Kabupaten Kepahiang tentang Pengesahan
Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepahiang
Tahun 2025-2029.

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
Undang-Undang Nomor 24 ‘Tahun 2007 tentang

92




KEDUA : Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu merupakan hasil kajian yang mencakup
identifikasi ancaman, kerentanan, kapasitas, serta tingkat
risiko bencana di wilayah Kabupaten Kepahiang.

KETIGA - Dokumen tersebut menjadi acuan bagi perangkat daerah,
lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
perencanaan pembangunan daerah yang berperspektif
pengurangan risiko bencana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal \b okleler 2025
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BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 304 /BPBD-KPH /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN TANGGUH BENCANA
KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang 2 a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan
kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana di
wilayah Kabupaten Kepahiang, perlu dibentuk Relawan
Tangguh Bencana;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Kepahiang.

Mengingat 3 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubabh,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 24 Tahua 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 Nomor

09);

LS GRS
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SK BUPATI RELAWAN TANGGUH BENCANA

Lampiran :

Nomor : 100.3.3.2/ %04 /BPBD-KPH /202
Tanggal : (b Oktober 2025

DAFTAR NAMA RELAWAN TANGGUH BENCANA
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025

Nama Kecamatan Keterangan

Supran Kurnadi Kepahiang RELAWAN

1 Sukardi Kepahiang RELAWAN
2 Jon Apri Kepahiang RELAWAN
3 Bayu Oktoro Sakti Seberang Musi RELAWAN
4 Sukaidi_ | SeberangMusi | RELAWAN
S Nurha | RELAWAN
6 Yans RELAWAN
7 Effra S : _RELAWAN
8 | YusEn ara. RELAWAN
9 | SukriAl | RELAWAN
i € ‘ AWAN

! ‘;— - ¢ : WAN

e
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Hore © sapatinng

BPBD Kepahiang Susun Dokumen KRB

Ohtoder T4, 2020 w1 Rnpatuang Meadng Time | men read (=R}

fin, K hiang = BPRD Kabupaten Kepahlang sast inl sedang menyusun dokumen Kajian Risiko Bencanas
(KRB) untuk ki pay dan lag wrhad. | benoana di wilayah terusbiut

SIERITARAFELESIA. COM i

’, ’

BPED Kepahiang Susun Dokumen Kajlan Risiko Bencana, Perkuat Mitigas! dan
Kesiapsiagaasn Dacrah
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